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MOTTO 

ًْصَابُ وَالْاَشْلَامُ زِجْسٌ هِّيْ عَوَلِ الشَّيْطٰ يِ يٰٰٓاَيُّهَا الَّرِيْيَ اهٌَُٰىْٰٓا اَِّوَا الْخَوْسُ وَالْوَيْسِسُ وَالْاَ

 ٍُ ٌِثُىْ لَعَلَّكُنْ تُفْلِحُىْىَفَاجْتَ  

Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, 

(berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah 

perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-

perbuatan) itu agar kamu beruntung.
1
(QS. Al-Maidah ayat 90) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi 

dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007 
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ABSTRAK 
 

Karimah Praditya Adindasari,  2021:  Analisis Hukum Islam 

Terhadap Penggunaan Narkotika Dalam Pelayanan Kesehatan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang 

Narkotika 

                                 

Kata  kunci  :  Hukum Islam, Narkotika, Pelayanan  

                  Kesehatan 

. 

Pasal Penyalahgunaan narkotika yang kian marak berakibat dengan banyaknya 

dampak negatif yang ditimbulkan baik untuk individu maupun masyarakat secara 

keseluruhan. Meski demikian dengan berubah dan berkembangnya peradaban, 

kemajuan teknologi dan disiplin keilmuan narkotika tidak hanya membawa dampak 

buruk melainkan juga dampak positif khususnya dalam dunia medis dan kesehatan. 

Penggunaan narkotika dalam dunia medis sebagai obat dapat digunakan untuk 

menyembuhkan berbagai penyakit. Hal tersebut menimbulkan situasi baru yang harus 

dikaji dalam pandangan hukum Islam terkait penggunaan narkotika untuk dunia medis. 

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana dampak 

penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan ? 2) Bagaimana akibat hukum terhadap 

penggunaan narkotika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Nakotika ? 3) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penggunaan narkotika untuk 

pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika ? 

Tujuan penelitian: 1) Mendeskripsikan dampak penyalahgunaan narkotika 

terhadap kesehatan. 2) Mendeskripsikan akibat hukum terhadap penggunaan narkotika 

menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 3) 

Mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap penggunaan narkotika untuk pelayanan 

kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan library research, 

dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (conceptual approach), 

pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan perbandingan 

(comparative approach). Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

pengumpulan data kepustakaan dan referensi yang terkait dengan analisa hukum 

penggunaan narkotika dalam pelayanan kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009. 
Penelitiaan ini memiliki kesimpulan: 1) Dampak dari penyalahgunaan narkotika 

terhadap kesehatan yaitu berkurangnya kesadaran, mati rasa, ketergantungan hingga 

hilangnya nyawa 2) Akibat hukum terhadap penggunaan narkotika berdasarkan pasal 7 

Undang-Undang Narkotika menyatakan bahwa penggunaan narkotika hanya boleh 

dipakai untuk dunia medis dan keilmuan 3) Analisis hukum Islam terhadap penggunaan 

narkotika untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika memiliki kesamaan pada aspek diperbolehkannya menggunakan 

narkotika untuk keperluan medis apabila terdapat kedaruratan dan tidak ditemukan 

unsur lain untuk pengobatannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang Masalah 

Penggunaan obat-obatan (narkotika) dipakai beberapa kalangan di penjuru 

dunia dengan terbatas. Bagaimanapun, saat ini obat penenang telah menyebar 

dalam kisaran yang tak terhindarkan. Di masa sekarang kehadiran narkotika  

sudah berubah menjadi masalah untuk banyak individu dan golongan di banyak 

daerah. Narkotika yang dapat memusnahkan kepribadian, membahayakan jiwa 

dan raga, bahkan dapat merusak masa depan peradaban.
2
 

Peradaban dan aktivitas manusia tersebut selalu mengalami perubahan setiap 

masanya, banyak hal yang menjadi faktor perubahan tersebut salah satunya 

adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi yang inovatif juga 

berdamapak pada adanya perubahan besar dalam dunia medis yang 

menghasilkan beragam kreasi baru,  khususnya pada sektor bantuan medis, yaitu 

dalam segi penemuan ragam obat dan ragam teknik pengobatan yang baru. 

Dunia pengobatan menunjukkan bahwa di antara hal-hal yang diharamkan dalam 

Islam ternyata sangat ampuh dalam meredakan infeksi, terutama narkotika . Hal 

ini memang telah termaktub pada pengaturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika . 

 

                                                             
2 M. Areif Haqim, Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan 

Melawan, (Bandung: Nuansa, 2005), 8. 

1 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

2 

 

 

Sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

tersebut menjelaskan jika narkotika merupakan zat maupun obat tertentu yang 

diperoleh dari tumbuh-tumbuhan atau non-tumbuhan, baik sintesis ataupun semi 

sintesis, yang bisa mengakibatkan berkurangnya kesadaran, mati rasa, dan dapat 

menyebabkan ketergantungan.
3
 

Narkotika sangat berharga untuk  medis, terutama dalam pengobatan, namun 

jika disalahgunakan tidak tepat dalam indikasi suatu medis maka pengobatan 

dapat membahayakan orang-orang yang menggunakan layanan tersebut.  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, 

menjelaskan bahwa pengembangan penyediaan jasa medis untuk pengembangan 

kesehatan yang utuh yaitu dalam suatu bagian penting dari kemajuan masyarakat 

yang dapat mewujudkan kesadaran, melalui berbagai upaya pelayanan 

kesehatan. Narkotika berperan penting dalam perawatan medis. Narkotika juga 

dapat digunakan untuk penelitian, peningkatan, pendidikan.  

Penggolongan suatu narkotika  yang dirujuk dalam peraturan diatas memiliki 

beberapa ragam, salah satunya adalah ganja yang acap kali di gunakan oleh 

masyarakat karena memiliki kandungan tertentu yang apabila dibakar dapat 

menghasilkan asap yang merespon otak untuk memproduksi hormon 

kebahagiaan. Hal tersebut membuat ganja memiliki nilai komoditas yang 

diperjualbelikan. Hal tersebut juga mendasari alasan Shen Nung sebagai Master 

pengobatan Tiongkok untuk menjadikan ganja sebagai obat pemulihan terutama 

dalam hal kelelahan dan pegal linu.  

                                                             
3 Setneg RI, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
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Pemanfaatan narkotika di Indonesia telah dimuat dalam Pasal 7 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menegaskan bahwa 

narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan medis dan pengobatan.
4
 Selain 

itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan 

bahwa memutuskan salah satu komponen bantuan pemerintah, yang harus diakui 

sesuai dengan standar negara Indonesia, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. 

Pasal 1 Undang-Undang Nomor  36 Tahun 2009 juga menyatakan bahwa obat-

obatan yang digunakan untuk kesehatan adalah bahan tanaman, bahan alami, 

bahan mineral, atau bahan campuran yang telah digunakan selama berabad-abad 

untuk pengobatan dan juga dapat diterapkan oleh standar umum lokal. 

Adanya kenyataan medis yang semakin maju pada zamannya, pada akhirnya, 

umat Islam dihadapkan pada situasi dan masalah yang sangat serius ketika 

mengelola pelajaran agama mereka dan realitas medis yang terkait dengan 

kemajuan suatu teknologi, seringkali umat Islam memakai ajaran Islam bahwa 

apapun yang dapat menyebabkan terganggu atau rusaknya otak dan merugikan 

manusia, itu adalah haram oleh agama. 

Ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Hadits yang termasuk 

didalamnya adalah Hukum Islam juga menentang penggunaan alkohol (khamr) 

karena hal itu dapat menyebabkan orang yang mengkonsumsinya menjadi 

mabuk. Sifat memabukkan dalam alkohol tersebut juga serupa dengan 

kandungan yang terdapat pada narkotika. Namun, penggunaan alkohol kemudian 

mengalami perubahan dan pergeseran dalam dunia medis yang dapat dijadikan 

                                                             
4 M. Areif Haqim, Bahaya Narkoba Alkohol: Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan 

Melawan, (Bandung: Nuansa, 2005), 45 
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sebagai obat penenang. Hal tersebut membuat adanya gesekan antara ajaran 

Islam dengan penggunaan alkohol ataupun khamr. 

Mengenai orang yang mengatakan bahwa masalah ganja tidak memiliki 

pengaturan yang sah dalam hukum Islam, dalam pandangan Yousuf Qardlhawi 

hal itu hanya disebabkan oleh ketidaktahuan dan kejahiliahan orang tersebut. 

Karena berdasarkan Al-Qur'an dan hadist memiliki istilah aam (umum) untuk 

menjelaskan prinsip-prinsip umum dan pengaturan yang mendunia, yang 

meliputi setiap substansinya.
5
 Fungsi dari istilah tersebut adalah untuk dapat 

merujuk semuanya secara eksplisit, karena minuman keras memiliki illat yang 

setara, yaitu keduanya dapat membunuh pikiran dan dapat membahayakan 

tubuh. sebenarnya narkotika memiliki efek yang sangat dahsyat  daripada 

minuman keras. 

Alkohol (khamr) yang dapat membuat orang yang mengkonsumsinya 

menjadi mabuk sepertihalnya pada penggunaan narkotika , psikotropika dan 

lain-lain merupakan dosa besar menurut ajaran Islam, walaupun dalam beberapa 

aspek masih terdapat kemanfaatan untuk penggunaanya namun tetap saja 

kemudharatan yang ditimbulkan jaul lebih berisiko.
6
  Hal tersebut dijelaskan 

dalam Q.S al-Baqarah ayat 219 yaitu: 

 

 يَسْ ـَلُىًَْكَ عَيِ الْخَوْسِ وَالْوَيْسِسِِۗ قُلْ فِيْهِوَآٰ اِثْنٌ كَثِيْسٌ وَّهٌََافِعُ لِلَّاسِِۖ وَاِثْوُهُوَآٰ اَكْثَسُ

َُ لَكُنُ الْايٰٰتِ لَعَلَّكُنْ هِيْ ٌْفِقُىْىَ ەِۗ قُلِ الْعَفْىَِۗ كَرٰلِكَ يُثَيِّيُ اللّٰ  َّفْعِهِوَاِۗ وَيَسْ ـَلُىًَْكَ هَاذَا يُ

 تَتَفَكَّسُوْىََۙ
 

                                                             
5 Yousuf Qardlhawi, Fatwa-Fawta Kontemporer, diterjemahkan oleh Drs. As’adh, (Jakarta: 

Gemma Press, 1996), 887. 
6 Abdul Rohman, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, (Jakarta: Rinneka Cipta, 1993), 49. 
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Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi.  

Katakanlah: "Diantara kedua hal tersebut memiliki dosa yang besar 

dan juga beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih 

besar dibanding manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu 

tentang perihal yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "yang lebih 

dari keperluan." Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya 

kepadamu agar kamu berpikir
7
 

 

Firman Allah diatas menjelaskan tentang kemudharatan dari khamr namun 

masih belum ada larangan untuk penggunaanya. Perintah untuk mengharamkan 

khamr tertulis dalam Q.S al-Ma‟idah ayat 90 yaitu: 

 

ٰٰٓٓ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum)  

khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan 

panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah 

perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan 

 

Khamr adalah cairan yang didapatkan oleh biji-bijian atau makanan yang 

diambil  saripatinya menjadi minuman keras.
8
 Permasalahan yang ditulis di latar 

belakang, sehingga peneliti mengangkat masalah ini menjadi sebuah skripsi.  

Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Dalam  

Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 Tentang Narkotika 

 

 

                                                             
7
 Depag RI, Al Qur’an dan Terjemahan di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits 

Sahih, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleena, 1996), 36. 

 
8 Masruri Sudhiro, Islam Melawan Narkotika, (Yogyakarta: Adiputra, 1999), 71. 
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B. Fokus Kajian 

1. Bagaimana dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan?  

2. Bagaimana akibat hukum terhadap penggunaan narkotika menurut 

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika? 

3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penggunaan narkotika 

untuk pelayanan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika? 

C. Tujuan Penelitain 

Sesuai dengan fokus masalah, maka tujuan dari adanya penelitian ini 

adalah: 

1. Mendeskripsikan dampak penyalahgunaan narkotika terhadap kesehatan. 

2. Mendeskripsikan akibat hukum dalam penggunaan narkotika menurut 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

3. Mendeskripsikan hukum Islam terkait penggunaan narkotika dalam pelayanan 

kesehatan sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi pengembangan disiplin keilmuan 

terutama pada ruang lingkup hukum Islam yang mengkaji pemakaian 

narkotika untuk untuk dunia medis dan pengobatan sesuai Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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2. Manfaat Praktis 

A. Hasil dari ulasan ini semoga bisa menjadi referensi pemikiran yang 

dapat diberikan kepada para ahli hukum, dan masyarakat umum 

tentang penggunaan  narkotika  untuk pelayanan kesehatan. 

B. Dari penulisan hukum ini juga diharapkan mahasiswa mengetahui 

dan menambah ilmu hukum tentang pandangan hukum Islam 

terkait pemakaian narkotika demi kesehatan sesuai Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

C. Bagi UIN KHAS Jember manfaat penelitian ini sebagai revensi 

untuk adik-adik kelas yang ingin menyusun skripsi terkait 

pemakaian narkotika demi kesehatan sesuai Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 dan dalam perspektif Hukum Islam. 

E. Definisi Istilah 

Agar lebih memperjelas judul rekomendasi yang akan ditelaah oleh 

karena itu dapat  dijelaskan dalam susunan kata sebagai berikut: 

1. Hukum Islam merupakan setiap pengaturan standar maupun ketentuan 

tertentu dari Allah SWT yang dibawa oleh Rasul Muhammad melalui Al-

Quran dan Hadits dengan maksud memberikan petunjuk perilaku 

manusia sehubungan dengan demonstrasi kriminal yang dilakukan oleh 

mukallaf. 

2. Narkotika merupakan zat maupun obat tertentu yang diperoleh dari 

tumbuh-tumbuhan atau non-tumbuhan, baik sintesis ataupun semi 
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sintesis, yang bisa mengakibatkan berkurangnya kesadaran, mati rasa, 

dan dapat menyebabkan ketergantungan. 

3. Pelayanan kesehatan merupakan langkah-langkah dan usaha baik secara 

individu ataupun dengan golongan tertentu dalam sebuah asosiasi dengan 

maksud menjaga dan mengembangkan lebih lanjut kesehatan, 

menghindari dan memperbaiki infeksi dan membangun kembali kekuatan 

orang, keluarga, perkumpulan atau masyarakat. 

Makna istilah di atas menunjukkan bahwa karya tulis ini disusun untuk 

melakukan telaah terkait pemanfaatan narkotika dalam dunia medis dan 

pengobatan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika. 

F. Sistematika Pembahasan 

Agar sistematika pembahasan dapat dicernah, oleh sebab itu akan 

dikelompokkan dalam beberapa bagian yaitu:  

BAB I: Menggambarkan keresahan dan minat ilmuwan dalam 

menyelidiki problem yang terkait, gambaran umum dari proposisi yang 

terkandung di latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. 

BAB II:  Bagian selanjutnya berisi alasan hipotetis untuk narkotika   

sebagaimana ditunjukkan oleh hukum Islam dan hukum pidana, yang 

akan digunakan sebagai alasan pemeriksaan masalah, yang meliputi: 

pemahaman, dan suatu dasar hukum 
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Bagian III:  Bagian ini mengkaji gambaran pemanfaatan narkotika 

bagi pelayanan kesehatan yang diatur dalam  Undang-Undang Nomor. 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

Bagian IV: Bagian ini merupakan pembahasan investigasi terkait 

pemakaian narkotika dalam dunia kesehatan berdasarkan Undang-

Undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menurut perspektif 

hukum Islam.  

Bagian V: Bagian ini adalah akhir yang memuat kesimpulan dan 

saran.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Penelitian Terdahulu 

Suatu gambaran singkat dari studi atau pemeriksaan yang telah dibuat 

terkait topik yang diteliti, sehingga dapat diketahui dengan pasti 

orisinalitas dari penyusunan skripsi ini.  

Penelusuran yang mendasari hingga saat ini, para ilmuwan telah 

menemukan penelitian atau komposisi yang memiliki sedikit kesamaan 

dengan eksplorasi yang dipimpin oleh penelitian: 

a) Karya dari Abdul Syukur 2016, Mahasiswa UIN Sunan Ampel, dengan 

judul “Audit Hukum Pidana Islam Terhadap Perorangan Militer Yang 

Melakukan Pelanggaran Tanpa Opsi Penyimpanan dan Pengendalian 

Narkotika Penyelidikan Pilihan Pengadilan Militer Dibalik Dewan 

Nomor 05-K/PM1-07/AD/1/2012” dengan permasalahan 1) 

Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Militer 

Balikpapan Nomor 05-K/PM I-07/AD/I/2012 tentang anggota militer 

yang berbuat delik tanpa hak untuk menyimpan dan memiliki 

narkotika? 2) Bagaimana tinjauan fiqh jinayah terkait putusan 

Pengadilan Militer Balikpapan Nomor: 05- K/PM I-07/AD/I/2012 

10 
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tentang anggota militer yang berbuat delik tanpa hak untuk 

menyimpan dan memiliki narkotika?
9
 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu studi kepustakaan (library 

research) yang memakai teknik pengumpulan dokumenter. 

Perbedaannya yaitu peneliti terdahulu lebih fokus terhadap putusan 

pengadilan militer, sedangkan peneliti ini cangkupannya lebih 

mendalam terkait tinjauan hukum Islam terhadap pemakaian narkotika 

untuk pelayanan kesehatan. 

b) Karya Mujiono NR, 2007, Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri 

Walisongo, yang berjudul “Pelanggaran Opiat Terhadap Anak Di 

Bawah Umur (Pemeriksaan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 87 

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika.”
10

 Dengan 

permasalahan 1) Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana 

narkotika pada anak di bawah umur menurut perspektif fiqh jianayah? 

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) 

dengan memakai teknik pengumpulan dokumen. Perbedaannya yaitu 

peneliti terdahulu lebih memfokuskan ke hukum Islamnya saja, 

sedangkan peneliti ini cangkupannya lebih luas tidak hanya dalam 

hukum Islam. 

                                                             
9 Abdul Syakur, “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Anggota Militer yang Melakukan 

Tindak Pidana Tanpa Hak Menyimpan dan Menguasai Narkotika: Studi Putusan Pengadilan 

Militer Balik Papan Nomor 05-K/PM 1-07/AD/1/2012” (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 

2016), 1. 
10 Muijono, “Menyuruhlakukan Tindak Pidana Narkotika terhadap Anak di Bawah Umur: 

Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 87 UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika” 

(Skripsi IAIN Walisongo Semarang, 2007). 1. 
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c) Karya yang Disusun oleh Yudhi Widyo Armono berjudul 

“Employments of Opiates in the Clinical World”. Permasalahan pada 

penelitian ini yaitu: 1. Narkotika jenis apa yang dilegalkan dalam dunia 

medis di Indonesia? 2. Syarat apa saja yang wajib di patuhi agar bisa 

menggunakan narkotika dalam dunia medis Indonesia? 

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research) 

dengan memakai teknik pengumpulan dokumen. Perbedaanya yaitu 

peneliti terdahulu lebih fokus dalam jenis-jenis narkotika saja, 

sedangkan peneliti ini mencangkup semuanya termasuk 

penyalahgunaan narkotika. 

B. Kajian Teori 

a. Teori Hukum 

Mengaca pada pandangan menurut Jan Gijssels dan Mark van 

Hoecke yang mengelompokkan ilmu hukum menjadi beebrapa 

kategori yaitu rechtsdogmatieck (dogmatik hukum), rechtsstheorie 

(teori hukum) dan rechtssfillosie (filsafat hukum). Maka penyusunan 

skripsi ini masuk dalam kategori rechtsstheorie atau teori hukum yang 

memuat konsep-konsep hukum tertentu.  

Konsep hukum sendiri menurut pandangan pakar hukum Peter 

Mahmud Marzuki dapat diartikan sebagai cara pandang atau ide ide  
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tertentu yang dapat diimplementasikan kedalam kehidupan 

masyarakat sehari-hari supaya terjadi ketertiban didalamnya
11

.  

Selanjutnya dalam pandangan pakar hukum lainnya yaitu Lilli 

Rasyidi dan juga I.B Wiyasa Putra yang berpendapat bahwa konsep 

hukum adalah lini dasar yang dibuat oleh masyarakat hukum dalam 

menentukan peraturan hukum.
12

 Lini dasar tersebut sejatinya 

merupakan pandangan sikap masyarakat hukum terkait beragam jenis 

tradisi hukum yang tersedia, pandangan sikap tentang filsafat dan teori 

hukum, jenis hukum serta implementasi dari hukum itu sendiri. 

Sedaangkan dalam perspektif J.J.H. Bruggink teori hukum 

dijelaskan sebagai argumen-argumen tertentu yang memiliki relasi 

dengan sistem dasar aturan dan kebijakan hukum yang dapat 

diterapkan menjadi hukum positif yang berlaku pada wilayah tertentu. 

Adapun teori hukum yang akan digunakan sebagai berikut: 

1. Teori kepastian hukum. 

2. Teori keadilan hukum. 

3. Teori kemanfaatan hukum. 

4. Teori hukum responsif. 

b. Konsep Narkotika  

Narkotika dalam pandangan Jackobus, merupakan sebuah zah 

atau obat-obatan tertentu yang bersumber dari tumbuhan maupun yang 

non-tumbuhan baik melalui proses sintetis maupun semi sintetis yang 

                                                             
11 Piter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), 23.  
12 Lilly Rasyidi dan I.B Wiyasa Putra, Hukum sebagai suatu sistem, (Bandung: Mandar 

Maju, 2003), 161. 
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dapat menimbulkan kecanduan bagi penggunanya, turun dan 

berubahnya sistem kesadaran tubuh, hingga terciptanya kondisi mati 

rasa bagi para pengkonsumsinya.  

Narkotika mempunyai kandungan dalam zatnya yang dapat 

menimbulkan kecanduan (adiksi) yang sangat tinggi pagi 

penggunanya. Selain itu, narkotika juga mempunyai viabilitas toleran 

(penyesuaian) dan viabilitas habitual (kebiasaan) yang besar. 

Karakterisitik tersebut yang membuat para pengguna narkotika 

mengalami ketergantungan dan sangat sulit utuk memutuskan berhenti 

dari penggunaan narkotika. Namun dilain sisi narkotika yang dapat 

dispesifikasi menjadi narkoba (Narkotika dan Obat Berbahaya) dapat 

difungsikan menjadi obat pereda rasa sakit walaupun pemakaiannya 

seringkali disalahgunakan.Suatu istilah bagi narkotika dalam obat-

obatan yang berisiko lainnya.  

Selain narkotika , terdapat istilah yang dihadirkan oleh Dinas 

Republik Indonesia yaitu suatu Napza yang mewakili narkotika, 

Psikotropika, dan Narkoba lainnya. Dalam penyelidikan ilmu 

kriminal, melihat dalam hal narkotika dan sebagainya, khususnya 

perjudian, dan prostitusi, disebut "pelanggaran yang tidak berbahaya" 

atau "pelanggaran tanpa korban". Dalam hal ini benar-benar mengacu 

pada gagasan kesalahan, khususnya adanya dua pertemuan yang 

menyelesaikan pertukaran atau koneksi yang dilarang tetapi keduanya 

tidak merasa bahwa mereka menjadi tuan rumah mengalami 
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kerusakan pada pertemuan berikutnya. Daripada melakukan kesalahan 

pembunuhan, penyerangan dan pencurian di mana korbannya terlihat 

jelas. Menarik diri dari realitas target ini menuntut otoritas publik 

untuk merenungkan bagaimana menangani masalah ini. 

Setelah mengarahkan penyelidikan luar dan dalam tentang 

dampak narkotika terhadap ketahanan dan keamanan usia negara, 

penelitian ini akhirnya bertolak pada Undang-Undang Nomor 22 

Tahun 1997 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor. 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 7 undang-undang tersebut 

menjelasakan jika narkotika harus dimanfaatkan demi tujuan 

kesehatan atau kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi. 

Pemberlakuan undang-undang tersebut diharapkan memiliki opsi 

untuk memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia.  

Di balik efek negatif narkotika  juga memiliki efek positif. Bila 

ditentukan secara tepat dengan maksud untuk melindungi keselamatan 

manusia serta untuk tujuan medis, narkotika dapat menghasilkan 

manfaat untuk kehidupan manusia. Misalnya, narkotika dalam ilmu 

kesehatan digunakan untuk menenangkan orang yang gila. Selain itu, 

tindakan atau prosedur medis pada organ tertentu juga memerlukan 

zat khusus untuk menjaga kesehatan pasien selama perawatan atau 

aktivitas berlangsung. 

Oleh karena itu umumnya sekelompok ahli atau kesehatan 

melakukan tindakan untuk narkotika . Dalam Islam sebagaimana Al-
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Qur'an dan al-Hadits telah menyebutkan larangan khamr, barang atau 

zat apa pun yang dapat memabukkan sehingga individu yang 

menggunakannya mengalami ketergantungan, terlepas dari apakah 

khamr, pot, morfin, heroin (putau) atau lainnya jenis narkotika bagi 

orang yang menggunakannya akan mematikan.  

Bahwa ganja, morfin, heroin, dan berbagai struktur, baik kuat 

maupun cair, yang dikenal sebagai Mukhaddirat  termasuk di antara 

barang-barang yang haram oleh syara tanpa perdebatan di antara para 

peneliti, meskipun hal ini tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-

Qur'an. dan As-Sunnah. Ganja dan berbagai jenis opiat pada dasarnya 

tidak dapat dibedakan dari khamr, karena keduanya memiliki dampak 

yang mengerikan dan jauh lebih berisiko daripada khamr, yang 

memabukkan dan merusak otak. 

Untuk mengatasi masalah ini, peneliti sebagian besar 

menggunakan proposisi fiqh dengan strategi qiyas. Qiyas sendiri 

merupakan aktivitas membandingkan suatu problem tertentu yang 

belum ada diterapkan dalam ketentuan nash (Al-Quran dan Sunnah) 

dengan problem-problem tertentu yang sudah ada dasar hukumnya 

dalam nash dikarenakan sudah ada keserupaan dalam illat (masalah). 

Narkotika  untuk situasi ini di Qiyas dengan khamr, karena keduanya 

sama-sama memabukkan. Ketentuan dalam narkotika merupakan 

demonstrasi yang harus dilegitimasi, sedangkan dalam keadaan serupa 
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belum ditemukan teks, yang dapat digunakan sebagai premis 

legitimasi. 

Dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang Al-Maidah ayat 90 ada 

larangan minum khamr. Pelarangan tersebut bukanlah akibat langsung 

dari khamr nya, melainkan illat yang halal, yaitu memabukkan dan 

dapat membahayakan jiwa atau syaraf otak besar. Teknik Qiyas 

memiliki empat komponen, lebih spesifiknya: 

1) Ashal (pokok). 

Ashal (pokok), menurut ahli fiqh, adalah peristiwa di mana ada 

teks yang digunakan sebagai tempat untuk Qiyas atau artikel yang 

telah ditentukan oleh hukum dalam Al-Qur'an dan As-sunnah. 

Ashal juga disebut tempat qiyas, mahmul alaih (tempat 

pemeriksaan), atau musyabbah bih (tempat perbandingan), 

misalnya, minum khamr adalah haram. 

2) Cabang (far’u).  

Misalnya masalah yang tidak ada nash. Far’u adalah hal yang 

ingin dibandingkan dengan disiplin dengan asal. Far’u adalah 

kasus yang akan didikte oleh hukum yang tidak memiliki teks. Ini 

bisa disebut gamaqis (yang sangat mirip) dan musabbah (yang 

tidak bisa dibedakan). Cabang yang bergantung pada ashal, 

misalnya, penyalahgunaan opiat setara dengan khamr. 

3) Hukum yang unik (hukum esensial). Hukum Ashal adalah syara 

yang telah ditentukan oleh nash. 
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4) Hukum illat (sesuatu yang mendasari pengaturan hukum).  

Illat adalah dasar pemikiran dengan adanya pengaturan yang sah 

tentang ashal, yang dicari adalah apakah illat yang sah mengenai 

hal tersebut juga ditemukan di cabang-cabang. 

Narkotika dalam dunia medis tidak dapat dipisahkan karena 

digunakan untuk meredakan penderitaan pasien (keuntungan manusia) 

ketika mereka perlu melakukan tindakan medis atau membongkar 

organ tubuh manusia. Istilah aktivitas dalam terma Arab yaitu jirahah, 

dengan kata dasarnya adalah jarh yang artinya melukai sesuatu 

melalui penggunaa benda berbahaya. Struktur jamaknya yaitu jara’ah, 

namun jarh juga dapat berupa jama jirahat. Pentingnya fonetis dari 

jirahah (prosedur medis klinis) Ath Thibbiyah jelas, karena ia 

memasukkan kulit sebagai prosedur medis, menemukan sumber 

penyakit, menghilangkan pelengkap dengan instrumen yang hati-hati 

dan bila yang hati hukumnya menyerupai senjata dan bekasnya 

menyerupai senjata sebelumnya 

Allah SWT berfirman dalam al-Quran: 

ٌْكُنْ ِۗ وَلَا تَقْتُلُىْٰٓا يٰٰٓاَيُّهَا الَّرِيْيَ اٰهٌَُىْا لَا تَأْكُلُىْٰٓا اَهْىَالَكُنْ تَيٌَْكُنْ تِالْثَاطِلِ اِلَّآٰ اَىْ تَكُىْىَ تِجَازَجً عَيْ  تَسَاضٍ هِّ

ََ كَاىَ تِكُنْ  ًْفُسَكُنْ ِۗ اِىَّ اللّٰ زَحِيْوًااَ  

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian  

mengambil harta manusia lain lewat cara yang batil, kecuali 

lewat cara perniagaan yang didasai dengan suka sama-suka di 

antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

Sngguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”.(Qs. al- 

Nisa:29). 
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Dan Allah SAW berfirman dalam al-Quran: 

ََ يُحِةُّ َِ وَلَا تُلْقُىْا تِاَيْدِيْكُنْ اِلَى التَّهْلُكَحِ ۛ وَاَحْسٌُِىْا ۛ اِىَّ اللّٰ ًْفِقُىْا فِيْ سَثِيْلِ اللّٰ   الْوُحْسٌِِيْيَوَاَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan 

janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam 

kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berbuat baik”.(Qs. Al-

Baqarah:195).
13

 

 

Penjelasan dari ayat tersebut yaitu Allah mengingkari seseorang 

untuk membawa dirinya pada kutukan. melakukan pengobatan yang 

berakibat kematian adalah hal yang dilarang oleh Allah SWT. 

Membutuhkan tindakan pengobatan adalah pekerjaan untuk 

melindungi diri dari pemusnahan. Terlebih lagi, membelanjakan harta 

dengan cara yang menyebabkan kemusnahan juga dihalangi oleh 

Allah SWT. Menghitung pengeluarannya untuk membeli bahan atau 

zat, seperti narkotika (yang salah penanganan), termasuk obat-obatan 

sejenisnya  yang menyebabkan seseorang meninggal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13 Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi 

dengan Asbabun Nuzul dan Hadits Sahih. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

20 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan langkah yang logis guna memperoleh 

informasi dengan tujuan tertentu. Tinjauan ini menggunakan strategi subjektif 

yang jelas, seperti yang ditunjukkan oleh Sugiono, pemeriksaan subjektif di mana 

ilmuwan ditempatkan sebagai instrumen kunci, prosedur pemilihan informasi 

dilakukan secara terpadu dan penyelidikan informasi induktif. Terlebih lagi, 

penjelajahan ini sendiri mengandung arti sarana yang digunakan masyarakat untuk 

membentengi, mengolah, dan membina informasi. Agar eksplorasi ini berjalan 

sesuai dengan yang diharapkan dan mendapatkan jawaban dari permasalahan yang 

ada maka dibutuhkan teknik khusus diantaranya adalah: 

A.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

a) Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu 

penelitian yuridis normatif (normative legal research) dengan fokus 

kajian terkatit pemakaian narkotika dalam dunia medis menurut 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Penelitian ini berjudul 

Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Dalam 

Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika.  

Penelitian yuridis normatif sendiri merupakan penelitian dalam 

ilmu hukum yang memberikan penyajian data dengan detail, spesifik, 

20 
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dan jelas serta tersusun dengan sistem tertentu terkait beragam objek 

yang dikaji dalam ketentuan yang berlaku.  

Objek yang dikaji dalam penelitian ini mencakup aspek kaidah atau 

norma hukum, azas-azas hukum, ketentuan-ketentuan dalam undang-

undang, komparasi hukum, serta dogma dan yurisprudensi hukum.
14

 

b) Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu 

pendekatan perundang-undangan atau satute apprroach yang lebih 

menitikberatkan pada pengkajian kebijakan dan peraturan terkait 

perundang-undangan. Pendekatan tersebut sesuai dengan landasan 

penyusunan skripsi ini yang mengkaji tentang regulasi dalam 

beberapa legislasi.  

Data  yang dikumpulkan adalah informasi yang harus diperoleh 

guna memberikan jawaban terkati fokus masalah. Dengan demikian, 

maka informasi yang diperoleh peneliti memiliki hubungan dengan 

perincian masalah, khususnya terkait pemakaian narkotika untuk 

dunia medis sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika dalam pandangan hukum Islam.  

  

                                                             
14 Amaruddin dan Zaenal Arifin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja 

Gerafindo Perssada, 2004),119. 
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B. Sumber Informasi 

1) Sumber Informasi Primer 

  Sumber informasi ini merupakan bahan dan data yang didapat 

secara langsung dari sumber utama yang termuat dalam beberapa sumber 

bahan hukum yaitu: 

a) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  

b) Al-Quran dan hadits yang membahasa terkait narkotika 

c) UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan  

2) Sumber Informasi Sekunder 

Sumber informasi sekunder didapat melalui beragam referensi-

referensi atau kajian pustaka yang diidentifikasi dengan judul untuk 

membantu penyelesaian ujian dimulai dari sumber referensi seperti buku, 

majalah, makalah, buku harian, dan web.
15

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan jenis penelitiannya, untuk lebih spesifik studi kepustakaan, 

eksplorasi ini dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku yang berbeda 

yang diidentifikasi dengan masalah yang dibahas, kemudian memilih sumber 

informasi perpustakaan dari atas ke bawah yang relevan dengan masalah yang 

dibicarakan. 

 

 

                                                             
15 Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, (Jember: IAIN Jember Press, 

2020), 89. 
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D. Teknik Pengolaan Data 

Penyusunan informasi adalah bagian penting dari metode ilmiah, karena 

dengan penanganan informasi, informasi dapat diberikan arti penting dan 

makna yang berguna dalam menangani masalah pemeriksaan. Agar informasi 

dapat dikumpulkan dengan tepat, penting untuk menyelesaikan latihan awal, 

khususnya sebagai berikut: 

a) Mengubah (editing), yang merupakan cara paling umum untuk 

memeriksa informasi yang dikumpulkan yang telah diperoleh dengan 

hati-hati, baik dari sumber-sumber penting atau tambahan, sehubungan 

dengan hukum Islam tentang pemakaian narkotika dalam dunia medis 

sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 

b) Mengatur (organizing), dapat dijelaskan dengan spesifik untuk 

memasukkan informasi secara hukum Islam tentang pemakaian 

narkotika dalam dunia medis sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika. 

c) Analisa (analyzing), merupakan tahap menelaah informasi mengenai 

Islam dalam pemanfaatan narkotika dalam pelayanan kesehatan 

menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 
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E. Analisis Data 

Strategi analisa informasi tinjauan ini memakai prosedur pemeriksaan 

yang jelas, khususnya pemeriksaan dengan sikap deduktif. Melibatkan 

investigasi adalah metode berwawasan dengan menggambarkan dan 

mengklarifikasi informasi sesuai dengan fakta yang ada. Informasi yang 

didapat dan dipakai adalah terkait pemakaian narkotika untuk pelayanan 

kesehatan yang mana selanjutnya diteliti dalam cara pandang hipotesis syariat 

Islam, yang berkaitan dengan pemakaian narkotika . 

Sikap deduktif merupakan mentalitas yang berangkat dari variabel 

keseluruhan, untuk situasi ini hipotesis Mukhaddirat kemudian diterapkan 

pada variabel tertentu, khususnya penggunaan syariat Islam terhadap 

pemanfaatan narkotika dalam dunia medis yang bergantung pada UU No. 35 

Tahun 2009 tentang narkotika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

25 
 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN 

A. Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Kesehatan  

Narkotika atau "narcotic" dalam Bahasa Inggris menyiratkan segala 

jenis zat atau obat yang dapat digunakan dalam pembiusan, 

menyegarkan, tak tertahankan, dan juga dapat membutat pikiran 

berimajinasi. Narkotika dapat digunakan dalam proses pembiusan sebab 

dalam narkotika terdapat kandungan yang dapat memberikan pengaruh 

pada kinerja saraf otak dengan menggunakan metode tertentu 

sepertihalnya jika disutikan atau dihisap secara berkala kedalam tubuh.
16

 

Menurut pandangan dari Rachmad Sulomo yang menyatakan bahwa 

narkotika merupakan zat atau obat tertentu dari tumbuh-tumbuhan atau 

non-tumbuhan, baik sistesis ataupun semi sintesis yang bisa 

mengakibatkan berkurangnya atau berubahnya kesadaran, berkuranga 

rasa derita, serta menyebabkan kecanduan bagi penggunanya.
17

 

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 

Narkotika, menjelaskan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang 

diperoleh dari tumbuh-tumbuhan maupun non-tumbuhan, baik sintesis 

ataupun semi sintesis, yang bisa mengakibatkan berkurangnya atau 

berubahnya kesadaran, mati rasa, berkurang hingga meringankan siksaan, 

                                                             
16

 Jane Mandaggi dan M. Wrasniwiryo, Masalah Narkoba dan Zat Adiktif Lainya Serta 

Penanggulangannya, (Jakarta: Pramuka Shaka Bhayangkara, 1998), 68. 
17 Rochmad Sullomo, Bahaya Narkoba: Kamus Narkoba, (Jakarta: PT. Tirtha Kasih Jaya, 

2016), 43. 

25 
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dan menyebabkan kecanduan, yang dibagi menjadi tanda-tanda seperti 

yang terhubung dalam undang-undang atau yang selanjutnya ditentukan 

oleh Keputusan Menteri Kesehatan.
18

 

Menurut bahan awal pembuatan narkotika maka narkotika dapat 

dikategorikan menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah:  

1) Narkotika alami merupakan jenis narkotika yang diperoleh secara 

langsung dari alam tanpa melaui prosedur fermentasi, isolasi atau 

prosedur pruduksi lain. Contohnya: opium, kokain, nikotin dan 

ganja.  

2) Narkotika semi sintetis merupakan jenis narkotika yang diperoleh 

dari proses produksi perusahaan medis dengan memanfaatkan zat 

kimia tertentu yang difungsikan dan dimanfaatkan untuk 

meredakan rasa sakit (anhalgesict) dan juga penghilang batuk 

(antithusife). Misalnya yaitu amphettamin, phenthiddinne, 

mhepridine, methaddhine, dhipipanonse, dan LSD.
19

 

Penggunaan tersebut bisa tidak menguntungkan apabila dibarengi 

dengan penyelewengan dan penyalahgunaan serta penyebaran 

narkotika yang melanggar hukum yang bisa membawa risiko serius 

terhadap lingkungan dan kualitas sosial negara yang dengan demikian 

dapat merusak fleksibilitas publik.
20

  

                                                             
18 Setneg RI, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
19

 Zulkarnain Nasution, Memilih Lingkungan Bebas Narkoba, (Jakarta: Badan Narkotika 

Nasional, 2007), 47. 
20 Suwandi, “Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam,” Jurnal El-Qisth, Vol. 1 No. 2, 

(Maret 2005): 1-18. 
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Penyalahgunaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak 

atau melawan hukum.
21

 Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu 

bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih 

dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa 

menggunakan Narkotika.  Penyalahgunaan narkotika merupakan 

pemakaian opiat selain dengan maksud pengobatan, dengan dosis yang 

terlalu tinggi, dan terus berlangsung cukup lama untuk menyebabkan 

masalah dengan aktivitas fisik, mental. 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui Sistem Informasi Narkoba 

(selanjutnya disingkat SIN) dari tahun 2012-2016 mencapai angka 

76,53% dan mengalami kenaikan tertinggi pada periode 2013-2014 

sedangkan pada periode 2016 jumlah kenaikan mencapai 36,05% dari 

tahun 2015 yaitu sejumlah 868 Kasus. Hal tersebut bisa dilihat dalam 

tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21 Setneg RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika  
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Gambar 4.1: Jumlah Kasus Narkotika yang Diungkap BNN  

Tahun 2012-2016.
22

 

 

Data selanjutnya berdasarkan SIN maka terdapat 71,62 % tersangka 

narkotika yang berhasil ditangkap dengan jumlah tertinggi ditahun 2013-

2014 yang menlonjak sebesar 146,03% sedangkan pada tahun 2016 

jumlahnya melonjak daripada tahun 2015 sebesar 16,67% dengan total 

1.330 kasus. Hal tersebut bisa ditinjau dari gambar dibawah ini: 

Gambar 4.2: Jumlah Tersangka Narkotika yang Diungkap BNN 

       Tahun 2012-2016.
23

 

 

Data selanjutnya yang berhasil diperoleh melalui SIN 

mengungkapkan bahwa terdapat 1.867 Kasus narkotika jenis shabu yang 

berhasil diungkap dan disusul dengan ganja sebesar 128 kasus. Lebih 

jelasnya seperti yang akan dijelaskan dalam gambar berikut: 

                                                             
22 “Anti Narkoba Sedunia,” Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, diakses 

03 Januari 2021, 
https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-narkoba-
2017.pdf  

23 Ibid. 
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Gambar 4.3: Jumlah Kasus Narkotika berdasarkan Jenisnya  

      yang Diungkap BNN tahun 2012-2016.
24

 

 

Pada tahun 2020 terdapat 275 juta jiwa diseluruh dunia yang 

menggunakan narkoba dan mengalami peningkatan 22% dari tahun 

2010-201.9 Data selanjutnya berdasarkan hasil survey BNN dan LIPI 

yang mengemukakan bahwa terdapat 3.419.188 orang yang 

menyalahgunakan narkoba pada tahun 2021 di Indonesia atau dengan 

kata lain terdapat 180 orang per 10.000 masyarakat di rentang usia 15-64 

tahun yang terpapar penyalahgunaan narkotika.
25

 

Hingga bulan Juni 2021 terdapat 24.878 orang yang ditangkap dari 

19.229 kasus yang terjadi di Indonesia dengan barang bukti berupa 6,65 

ton shabu, 73,4 gram heroin, 106,84 gram kokain, 34 ton gorilla, dan 

239.277 butir ekstasi.
26

 

                                                             
24 “Anti Narkoba Sedunia,” Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, diakses 

03 Januari 2021, 
https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-narkoba-
2017.pdf 

25 “Pengguna Narkoba Capai di Indonesia Capai 3,4 Juta Orang,” Fin Fajar Indonesia, 
diakses 03 Januari 2021, https://fin.co.id/2021/06/28/pengguna-narkoba-di-indonesia-capai-34-
juta-orang/  

26 Muhammad Isa Bustomi, “24.878 orang ditangkap Terkait Kasus Narkoba di Indonesia 
Sejak Januari 2021,” Kompas.com, diakses 03 Januari 2021, 
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Obat-obatan yang sering salah penanganan dan menyebabkan 

ketergantungan yaitu heroin (putaw), shabu, obat penenang, cannabis dan 

cocaine termasuk juga didalamnya tembakau dan miras (alkohol) yang 

acap kali disalahgunakan juga bisa menyebabkan adiksi. 

Beberapa hal yang termasuk kedalam penyelewengan pemakaian 

narkotika dalam dunia medis antara lain yaitu: 

1) Penjualan secara bebas obat narkotika  

Penyalahgunaan narkotika dalam hal memperjualbelikan secara 

bebas sepenuhnya dapat dibayangkan. Menurut Pasal 36 ayat (1) 

undang-undang narkotika menyatakan bahwa sebagai obat yang 

lengkap harus diberikan setelah mendapat izin edar dari menteri. 

Proses implementasi untuk memperoleh izin tersebut, narkotika  

sebagai obat lengkap wajib memenuhi syarat registrasi di Badan 

Pengawas Makanan dan Obat yaitu: 

a. Izin khusus untuk pembuatan narkotika . 

b. Izin  untuk mengimpor narkotika . 

Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang narkotika , narkotika  jenis 

II dan jenis III sebagai bahan mentah, baik biasa ataupun buatan, 

dengan maksud dimanfaatkan dalam pembuatan obat yang yang 

ketentuannya terdapat dalam peraturan menteri. Selanjutnya, seluruh 

implementasi aktivitas perampasan narkotika   harus disertai dengan 

catatan resmi. 

                                                                                                                                                                       
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/14/16303771/24878-orang-ditangkap-terkait-
kasus-narkoba-di-indonesia-sejak-januari  

https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/14/16303771/24878-orang-ditangkap-terkait-kasus-narkoba-di-indonesia-sejak-januari
https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/14/16303771/24878-orang-ditangkap-terkait-kasus-narkoba-di-indonesia-sejak-januari
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Berdasarkan penjelasan narkotika adalah obat maupun zat yang 

berguna dalam bidang penyembuhan dan dunia medis serta 

kemajuan keilmuan. Akan tetapi, mereka bisa menyebabkan adikisi 

pada pemakainya yang menghambat ketika digunakan tanpa kontrol 

dan dan adanya inspeksi yang serius serta hati-hati. Oleh sebab itu, 

peraturan narkotika harus dilandaskan adanya jaminan aksesibilitas 

narkotika demi mendukung pelayanan medis atau demi kemajuan 

kelimuan. 

2) Meresepkan Obat Tanpa Izin Spesialis / dokter 

Resep yaitu keterangan dari seorang spesialis terhadap seorang 

apoteker, yang dapat dimuat pada kertas atau pada elektronik, untuk 

memberikan dan menyampaikan obat-obatan kepada orang yang 

membutuhkan sesuai dengan pedoman penggunaan. Apoteker 

merupakan individu yang telah menjadi sarjana farmasi berhasil 

menjadi apoteker. Pasal 21 ayat (1) menjelaskan bahwa apoteker 

harus memberikan pengobatan berdasarkan resep sesuai dengan 

kepentingan.
27

 

Berikut jenis-jenis narkotika, akibat dan dampak dari 

pemakaiannya:  

1. Heroin, bisa disebut juga dengan dhiamorfint (INN) merupakan 

golongan opioyd alkolaidh. Jenis ini merupakan turunan dari 3,6 

dhiasettil morphin dan mengalami proses sistetisasi dengan cara 

                                                             
27 Setneg RI, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 
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assetilasi. Jenis ini seringkali berwujud kristal putih seperti pada 

garam hydrochlorida, dhiamorphine hydrocloride yang dapat 

memberikan dampak ketergantungan bagi para penggunanya.  

2. Ganja atau yang dalam bahasa ilmiah disebut cannabbis satyva 

atau cannabbis indicca merupakan sejenis tanaman yang dapat 

menghasilkan serat dan bahan-bahan narkotika pada bijinya seperti 

tethrahydrocanabhynol (THC) yang dapat menyebabkan 

penggunannya merasakan uforia berlebih. Ganja juga meupakan 

representatif dari kultur hippiess yang merebak di United States. 

Kultur ini identik dengan adanya simbol dari daun ganja yang 

memiliki ciri tertentu sekaligus sebagai lambang perlawanan terkait 

sistem kapitalisme yang terjadi dewasa ini. 

3. Shabu atau dalam bahasa ilmiah disebut sebagai metamfetamin atau 

juga sering diistilahkan sebagai ss dan micin dimasyarakat. Shabu 

memiliki wujud mirip gula atau bahan penyedap lainnya dan 

memiliki beberapa macam jenis seperti gold river dan juga 

cooconnut. Akibat dari penggunaanya shabu ini diantaranya adalah 

pengguna dapat memiliki adrenalin yang tinggi, kecemasan 

berlebih, terus bergerak, tidak memiliki nafsu untuk makan dan 

tidur, sulit fokus serta gangguan lain pada organ liver manusia.  

4. Putaw atau yang dalam masyarakat sering disebut dengan P.T, dan 

bedak merupakan turunan dari golongan heroin yang memiliki 

kandungan zat narkotika lebih kecil yang berasal dari proses 
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sintetisasi tumbuhan opium. Terdapat beberapa jenis putaw 

diantaranya seperti putih salju dan juga banana yang 

diperjualbelikan dengan menghitung beratnya. Akibat dari 

penggunaan putaw diantaranya yaitu bola mata sayu, dan berair, 

lebih pendiam dan mudah tidur, tubuh terlihat tidak segar dan tidak 

berisi, sulit untuk fokus dan dan berbicara dengan mengelantur, 

menjadi sentimen dan temprament serta dapat menghilangkan 

nyawa jika terlalu berlebihan dalam penggunaannya. Seringkali 

penggunaan dari narkotika menyebabkan adiksi hingga 

ketergantungan.  

Selanjutnya, dampak dari penyalahgunaan narkotika diantaranya 

yaitu:
28

 

a. Psikologis 

Walaupun akibat yang ditimbulkan dari narkotika dan zat 

psikotropika seringkali unik, secara keseluruhan mereka 

mengganggu kerangka sistim dan susunan syaraf otak atau pikiran. 

Selanjutnya, fungsi berfikir atau penalaran, perasaan dan tindakan 

juga akan ikut terdampak. Misalnya, energi rendah, cemas, dan 

tidak tenang, susah istirahat, curiga, resah yang luar biasa, tertekan, 

agresif, kompulsif, anti sosial, gangguan mental dan tidak bisa 

makan. Jangka panjang, penggunaan obat ini bisa menyebabkan 

kerja otak terhambat dan bisa berakhir ketergantungan. Lebih parah 

                                                             
28 Soetjono, A.R dan Bonny Dhaniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Jakarta: Sinar Gerafika, 2012), 35. 
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maka pengguna akan merasakan dampak seperti tempramen, 

mudah letih, pucat, dan membutuhkan untuk beristirahat dalam 

waktu yang lama. 

b. Fisiologis 

Dampak narkotika dan zat psikotropika pada fisik termasuk 

berkurangnya kekebalan dan kerusakan pada beberapa elemen 

organ tubuh, baik organ dalam seperti jantung, paru-paru, hati, hati, 

dan sebagainya, serta organ luar seperti siswa yang lebih 

sederhana, mulut kering. Hal tersebut juga bergantung dengan 

situasi dan kondisi serta jenis narkoba yang digunakan oleh 

pengguna. Gangguan fisik akibat penyalahgunaan narkoba dapat 

digolongkan menjadi: 

1. Gangguan pada system syaraf (neurologis) seperti: kejang-

kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi. 

2. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (kardiovaskuler) 

seperti: infeksi akut otot jantung, penyakit peredaran darah. 

3. Gangguan kulit seperti alergi, eksim, 

4. Gangguan pada paru-paru (pulmoner) seperti: penekanan 

fungsi pernapasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan 

paru-paru. 

5. Gangguan organ reproduksi (padaendokrin), seperti: gangguan 

hormon reproduksi (estrogen, progesteron, testosteron), 

ketidakteraturan menstruasi, dan tidak haid (amenorhoe). 
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6. Resiko terkena HIV dan Hepatitis jenis B dan jenis C bagi 

yang menggunakan narkotika melalui jarum suntik secara 

bergantia. 

7. Overdosis dan meninggal dunia. 

Sangat beralasan bahwa obat-obatan adalah bahaya yang 

merugikan seseorang serta membahayakan jiwa dan masa depan. 

Sebenarnya, daya tahan tubuhnya semakin memburuk dan semakin 

disesalkan, sedangkan sikapnya kini tergantung dan membutuhkan 

kepuasan obat dalam porsi yang semakin tinggi. Dengan asumsi 

dia tidak menang dalam hal menemukan obat, tubuh akan memiliki 

respons yang menyiksa, termasuk penyumbatan, muntah, kejang, 

dan tubuh menggigil yang disebut penarikan. 

Pecandu narkoba yang tidak dapat dipisahkan dari 

ketergantungan membutuhkan pengobatan yang tertunda. 

Pengguaan narkotika ketika masuk ke dalam tubuh secara langsung 

bereaksi dengan sel-sel saraf pusat (serebrum) dan menyebabkan 

pengaruh yang mengganggu dalam pikiran, perasaan, dan perilaku. 

Kondisi seperti itu dapat dikonseptualisasikan sebagai masalah 

mental karena obat-obatan. 

Meski demikian, narkotika sintesis pada umumnya dipakai dalam 

dunia medis terutama pada bidang kedokteran untuk disuntikkan 

kedalam tubuh pasien guna proses pembiusan sebelum dilangsungkan 

tindakan operasi kepada pasien karena narkotika memiliki kandungan-
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kandungan tertentu yang dapat memberikan pengaruh pada kinerja 

otak dan saraf yang berkaitan dengan kesadaran, fikiran, dan perasaan 

manusia.
29

  

Narkotika yang terdapat dalam unsur sebuah obat dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

1. Obat-obatan yang diberikan tanpa pengobatan spesialis dibatasi obat-

obatan yang dijual bebas. Obat-obatan yang dijual bebas dipisahkan 

dengan logo lingkaran hijau dengan batas gelap. Obat bebas yang 

dibatasi dipisahkan dengan logo lingkaran biru dengan batas gelap. 

Selain toko obat, kedua jenis obat ini bisa dicari dengan terbuka di 

gerai dan apotek 

2. Obat-obatan yang harus diberikan dengan solusi dokter spesialis 

adalah obat keras seperti rundown G, Pshycotropica, dan narkotika. 

Obat Keras dan Pshycotropica dalam pemeriksaan dipisahkan 

dengan simbol lingkaran berwarna merah dengan tata letak huruf „K‛ 

di dalam lingkaran hitam. Narkotika dipisahkan melalui pemberian 

simbol palang merah. Ketiga kelas obat tersebut hanya didapat di 

toko obat tergantung pada solusi spesialis. 

Hal tersebut memberikan gambaran bahwa pada dasarnya 

narkotika dapat memberikan kemashlahatan jika digunakan dengan 

dosis dan cara yang tepat sehingga orang yang menggunakannya akan 

                                                             
29 Dikdik M. Arief dan Elsatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, (Jakarta: 

PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 87. 
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mendapatkan dampak atau akibat yang bersifat positif. Namun 

narkotika juga dapat memberikan efek-efek lain tertentu sepertihalnya 

berubahnya perilaku manusia sehigga menurut efek yang diakibatkan 

maka narkotika dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu:  

1) Depresant (downer) merupakan golongan narkotika yang dapat 

difungsikan sebagai pengurang kesadaran diri manusia sehingga 

manusia yang menggunkannya akan mudah tertidur.  

2) Stymulant (upper) merupakan golongan narkotika yang memiliki 

kandungan untuk memberikan stimulus pada otak sehingga 

memiliki motivasi dan kebugaran dalam beraktivitas.  

3) Halusinogent merupakan golongan narkotika yang berasal dari 

bahan kimia tertentu yang dapat digunakana untuk menciptakan 

khayalan tingkat tinggi sehingga dapat mempengaruhi fikiran dan 

perasaan penggunanya 

Lebih sepsifik beberapa jenis narkotika dapat digunakan untuk 

penyembuhan, seperti:
30

 

1. Opioid atau opium digunakan untuk penghilang rasa sakit dan 

untuk mencegah batuk dan diare;  

2. Kokain untuk efek stimulan, seperti untuk meningkatkan daya 

tahan dan stamina serta mengurangi rasa lelah;  

                                                             
30 Sumarlin Adam, “Dampak Narkotika pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat,” Jurnal 

IAIN Sultan Amai Gorontalo Vol 1 No.1 (Mei 2015): 6. 
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3. Ganja untuk bahan pembuat kantung karena serat yang 

dihasilkannya sangat kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai bahan 

pembuat minyak. 

Narkotika dapat berperan penting dalam upaya pengobatan beragam 

penyakit yang diderita manusia jika dimanfaatkan dengan kadar dan 

dosis yang tepat. Akan tetapi, apabila narkotika tersebut digunakan 

dengan salah dan tidak berdasarkan metode penyembuhan maka bisa 

memiliki konsekuensi buruk bagi penggunanya, terutama pada usia-usia 

produktif. 

Berdasarkan hal tersebut maka terdapat beberapa tindakan yang dapat 

dilakukan untuk mencegah dan memberikan solusi terkait penggunaan 

narkotika. Misalnya untuk pengedaran obat-obatan yang mengandung 

unsur narkotika maka berdasarkan pada Pasal 43 UU No. 35 Tahun 2009 

tentang narkotika yang menyatakan jika pengiriman narkotika harus 

melalui apoteker, klinik darurat, sentra kesehatan daerah, ilmu medis dan 

spesialis. Sementara itu, apoteker hanya dapat mengirimkan narkotika  ke 

klinik, pusat kesehatan lokal, toko obat lain, ilmu medis, spesialis dan 

pasien. Klinik darurat, apoteker, hanya dapat menyerahkan narkotika 

kepada rumah sakit yang bergantung pada pasien berdasarkan resep 

dokter.  

Pada ayat (2) sampai ayat (5) Pasal 43, dijelaskan bahwa penyaluran 

obat-obatan yang memiliki zat-zat narkotika , wajib memiliki surat 
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edaran dari Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM No. 

366/EE/SE/1997 yang memberikan ketentuan sebagai berikut: 

1. Toko obat tidak diperbolehkan memberikan pelayanan untuk salinan 

resep yang memiliki unsur narkotika , meskipun resep tersebut baru 

dilayani  

2. Untuk obat opiat yang baru saja disajikan sedikit atau tidak dengan 

cara apa pun, toko obat mungkin membuat resep obatnya, namun 

resep obatnya mungkin hanya dilayani oleh toko obat yang 

menyimpan resep asli 

Semua obat memang memiliki efek tertentu, tapi yang penting 

porsinya. Ketika obat tersebut digunakan pada porsi yang tepat (bagian di 

mana obat tersebut memberikan hasil yang optimal) maka akan 

memberikan efek penyembuhan yang baik, atau bahkan berdampak 

buruk pada kesehatan dan pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. 

B. Akibat Hukum Terhadap Penggunaan Narkotika Menurut Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika 

Terdapat dua penjelasan hukum pidana secara garis besar, yaitu hukum 

pidana objektif dan hukum pidana subjektif. Menurut pakar hukum Pompe 

yang menjelaskan bahwa hukum pidana objektif merupakan segala standar 

yang sah yang memutuskan kegiatan-kegiatan yang harus dipaksakan dan 

hukuman apa yang sepadan pada prinsip-prinsip hukum.
31

 

                                                             
31 Andhi Sofhyan dan Noer Azizah, Hukum Pidana, (Makassar: Pustaka Penna Press, 

2017), 98. 
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Sementara itu, Moeljatno berpendapat bahwa hukum pidana sangat 

penting bagi hukum umum yang relevan di suatu negara, yang 

memberikan dasar dan aturan untuk:
32

 

a. Cari tahu kegiatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang ditolak, 

yang disertai dengan bahaya atau persetujuan sebagai kesalahan 

khusus bagi siapa pun yang mengabaikan larangan tersebut. 

b. Tentukan kapan dan dalam kasus apa orang-orang yang telah 

mengabaikan atau melanggar larangan tersebut dapat dihukum 

untuk disiplin  

c. Tentukan bagaimana ketidaknyamanan disiplin dapat dilakukan 

jika ada individu yang dikaitkan dengan mengabaikan larangan 

Selanjutnya hukum pidana subyektif, sebagaimana dikemukakan 

Sudharto, hukum pidana subjektif memiliki dua implikasi, secara 

spesifik: 

a. Definisi ekspansif, lebih spesifik hubungannya dengan hak negara 

atau perangkat kerasnya untuk memaksa atau memutuskan suatu 

bahaya pidana terhadap suatu demonstrasi. 

b. Definisi yang ketat, lebih spesifiknya kewenangan pemerintah 

dalam mengadili masalah pidana, pemaksaan dan kesalahan total 

bagi individu yang berbuat kriminal. 

Implementasi kewenangan pada penjelasan hukum pidana obejektif 

dan hukum pidana subjektif adalah hak badan administratif dalam 

                                                             
32 Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, (Jakarta: Bhina Akshara, 1996), 2. 
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merinci tindak pidana seperti halnya bahaya pidana, mulai sekarang 

kewajiban dan unsur-unsur menganalisis dan sesuai dengan perkara 

pidana berada di dalam kewenangannya. dari eksekutif hukum. 

Penggolongan hukum pidana bisa dihimpun menjadi: 

1) Menurut lokasi berlakunya 

a) Pidana umum (diterapkan dalam semua daerah di Indonesia, 

KUHP dan undang-undang di luar KUHP) 

b) Pidana lokal (peraturan provinsi dalam wilayah khusus) 

2) Dilihat dari bentuknya 

a) Tersusunnya ketentuan pidana dalam KUHP dan diluar KUHP 

(delik tertentu yang diarahkan pada hukum dan peraturan 

tertentu). 

b) Ketentuan pidana tidak tertulis yang bisa diterapkan pada 

wilayah tertentu. 

3) Menurut jenisnya 

a) Hukum pidana umum merupakan susunan ketentuan pidana 

yang diterapkan untuk sebagian besar individu. 

b) Hukum pidana biasa merupakan susunan ketentuan pidana 

dengan ketentuan luar biasa yang menyoroti perkumpulan-

perkumpulan tertentu (militer) atau kegiatan tertentu, seperti 

pemusnahan korupsi keuangan. 

 

 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

42 

 

 

4) Berdasarakan hukumannya 

a) Hukum pidana materil merupakan ketentuan pidana dalam hal 

mengarahkan maupun memuat perbuatan yang patut 

dipersalahkan. 

b) Hukum pidana formal merupakan adalah sekumpulan standar 

atau keputusan yang melandasi adanya ketentuan kepada aparat 

penegak hukum dalam melaksanakan komitmennya untuk 

menyelidiki, mengadili, memaksa, dan menyelesaikan suatu 

perkara pidana. 

Berdasarkan klarifikasi tersebut narkotika identik dengan tindakan 

kriminal yang luar biasa. Yang dimaksud dengan perbuatan salah luar biasa 

adalah perbuatan salah yang diatur di luar KUHP dan memiliki pengaturan 

yang khas dalam acara pidana. Misalnya, tindak pdana narkotika 

dikoordinasikan ke dalam KUHP, namun sampai harus diarahkan dalam 

undang-undang yang berbeda di luar KUHP.
33

 

Narkotika merupakan obat ataupun zat yang diperoleh dari tumbuh-

tumbuhan atau non-tumbuhan, baik sintesis ataupun semi sintesis, yang bisa 

merubah atau menghilangkan kesadaran, mati rasa, penurunan rasa sakit, 

serta bisa menyebabkan kecanduan, yang dibagi menjadi kelompok-

kelompok berdasarkan peraturan tertentu yang selanjutnya ditentukan oleh 

keputusan menteri kesehatan.
34

 

                                                             
33 Michaael Barana, Tindak Pidana Khusus, (Manado: Unsrat Press, 2015), 1 
34 Setneg RI, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
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Narkotika adalah bahan yang dibutuhkan dalam dunia kedokteran serta 

keilmuan ini bisa bersifat merusak bila dikonsumi tidak sesuai dengan 

batasan dan kontrol yang hati-hati. Adanya kemungkinan pemroduksian, 

penimbunan, peredaran dan pemakaian narkotika tanpa adanya batasan 

pengelolaan yang hati-hati serta terlepas dari pedoman yang bersangkutan 

adalah perbuatan salah dan dapat membuat rugi banyak pihak serta menjadi 

risiko luar biasa untuk keberadaan manusia dan bangsa baik dalam aspek, 

ketertiban, keuangan, kemasyarakatan, kultur, dan kondisi politik negara 

Indonesia.  

Penyalahgunaan narkotika juga diklasifikasikan sebagai suatu tindak 

pidana yang terdapat pada kategori delik khusus. Yang dimaksud dengan 

delik khusus adalah delik atau kejahatan yang diarahkan di luar KUHP dan 

mempunyai peraturan tertentu terkait acara pidananya. Hal tersebut 

menyebabkan kejahatan narkotika membutuhkan pedoman secara luas serta 

tidak sekadar mendapatkan rumusan tindak pidana.
35

 

Agar dapat menangggulangi penyalahgunaan narkotika dan mengelola 

pemroduksian serta pemakaian narkotika dengan maksud tujuan klinis atau 

berpotensi logis untuk mencegah dan mengatasi risiko yang dapat 

ditimbulkan oleh akibat penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, serta 

pemulihan penyakit maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang narkotika. 

                                                             
35 Michaael Barana, Tindak Pidana Khusus, (Manado: Unsrat Press, 2015), 1. 
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Pengaturan dalam pelanggaran narkotika tertuang pada Undang-Undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menjelaskan jika segala 

tindakan yang tidak memiliki hak secara langsung atau dengan implikasi 

diidentifikasi dengan narkotika merupakan tindakan kejahatan.
36

  

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan aturan 

tertentu terkait pemakaian narkotika yaitu:
37

 

a) Narkotika sesuai Pasal 5 dikelompokkan menjadi: 

1) Narkotika Golongan I 

2) Narkotika Golongan II 

3) Narkotika Golongan III 

Pengelompokan dari narkotika tersebut merupakan elemen penting 

yang digunakan dalam menjerat para pelaku kejahatan atau dalam 

memberikan rehabilitasi kepada para pemakainya sehingga ketiga golongan 

narkotika tersebut tidak dapat dipisahkan dalam peraturan ini.
38

  

Pada pasal 6 angka (1) selanjutnya diberikan penjelasan lebih detail 

terkait kategori-kategori narkotika diantaranya:
39

 

a) Narkotika kategori I merupakan narkotika yang wajib dimanfaatkan 

dalam pembinaan keilmuan dan bukan untuk pengobatan, dan memiliki 

resiko yang besar untuk menimbulkan kecanduan dan ketergantungan. 

Misalnya adalah morphin, heroine, dan cocaine 

                                                             
36 Setneg RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
37

 Setneg RI, UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
38 Muhammad Aenur Rosyid, Hukum Pidana, (Jember: UIN Khas,2020), 110 

39 Soetjono, A.R dan Bonny Dhaniel, Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 

35 Tahun 2009 tentang Narkotika, (Jakarta: Sinar Gerafika, 2012), 66. 
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b) Narkotika Kategori II merupakan narkotika dengan sifat medis yang 

dipakai jika semua metode penyembuhan telah gagal dan dapat 

digunakan juga untuk mengembangkan keilmuan dan memiliki resiko 

besar untuk menyebabkan kecanduan dan ketergantungan. Misalnya 

adalah Phetidine dan methadone. 

c) Narkotika Kategori III merupakan narkotika dengan sifat medis dan 

umumnya dipakai untuk pengobatan dan mengembangkan keilmuan 

dan memiliki resiko kecil untuk menyebabkan ketergantungan. 

Misalnya Codeine dan Dover
40

 

 Sejatinya pemanfaatan narkotika harus dimanfaatkan dengan maksud 

menunjang penyembuhan penyakit serta pengembangan keilmuan dan 

inovasi. Dalam hal disadari adanya suatu kelakuan yang di luar 

kepentingan kedokteran dan keilmuan, maka tindakan itu 

dikualifikasikan sebagai kejahatan narkotika. Kejahatan ini dimuat 

dengan pengaturan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang narkotika  yang menjelaskan jika narkotika harus dimanfaatkan 

demi menunjang pelayanan penyembuhan serta berpotensi untuk 

kemajuan keilmuan dan inovasi.
41

 

Pelayanan penyembuhan dan kesehatan tersebut sesuai dengan yang 

dimaksud oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2009 

sebagaimana termuat pada Undang-Undang Kesehatan yang menjelaskan 

bahwa pelayanan kesehat meupakan segala pekerjaan yang dilakukan 

                                                             
40 Moh. Sulton, Skripsi tentang Pencegahan Narkotika (Jember: UIN Khas, 2015),33 

41 Setneg RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
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perorangan atau dengan berkelompok pada sebuah persekutuan dengan 

maksud mengikuti serta mengembangkan lebih lanjut pelayanan 

kesehatan, mencegah dan memperbaiki penyakit dan membangun 

kembali kesehatan. orang, keluarga, pertemuan atau masyarakat. 

Sehingga dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, narkotika memang 

berperan urgen.
42

 

Mengingat Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan, maka 

pelayanan kesehatan dibagi menjadi:
43

 

a) Pelayanan Kesehatan individu  

Sebagian besar dari pelayanan kesehatan ini dilakukan oleh 

orang-orang secara mandiri (pertimbangan diri), dan keluarga 

(perawatan keluarga) atau pertemuan orang-orang lokal yang 

bertujuan untuk memperbaiki infeksi dan membangun kembali 

kekuatan orang dan keluarga. Upaya bantuan tunggal ini 

dilakukan di organisasi pelayanan kesehatan yang disebut klinik 

darurat, pusat bersalin 

b) Pelayanan kesehatan umum  

Pelayanan kesehatan umum dikoordinasikan oleh 

perkumpulan dan jaringan yang dimaksudkan untuk mengikuti 

dan mengembangkan lebih lanjut upaya penyembuhan penyakit 

berdasarkan aktivitas yang bersifat pencegahan dan sosialisasi. 

Seringkali dalam pelaksanannya berfokus pada penyembuhan 

                                                             
42 Setneg RI, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
43 Setneg RI, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
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kelompok sosial tertentu dengan memanfaatkan adanya Pusat 

Kesehatan Masyarat. 

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 7 Undnag-Undang Narkotika yang 

menerangkan bahwa penggunaan narkotika hanya dikenakan untuk 

kepentingan medis dan ilmu pengatahuan maka segala tindakan selain hal 

tersebut termasuk sebuah tindak pidana. Ironisnya, keberadaan narkotika 

semakin luas beredar dikalangan masyarakat dan tanpa adanya izin sesuai 

yang telah dijelaskan dalam ketentuan perundangan. Penggunaan 

narkotika seringkali dipakai dalam dosis yang sangat tinggi dan 

disalahgunakan oleh masyarakat sehingga menyebabkan adiksi dan 

akibat buruk lainnya. Hal tersebut semakin miris karena dijadikan ladang 

usaha tanpa melihat dan memperdulikan akibat dan gangguan baik secara 

fisik maupun mental. 

Mengacu pada akibat buruk dan rawan akan potensi tersebut maka 

dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika 

memberikan beberapa aturan khusus yang meliputi beberapa kategori 

perbuatan pidana yang dapat pula dikenai sanksi pidana yang termaktub 

dalam BAB XV pasal 111 hingga pasal 148, diantara yaitu:
44

 

1. Kategori satu, yaitu perilaku yang mencakup mempunyai, 

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor 

narkotika dengan ketentuan narkotika jenis I yang diatur dalam pasal 

                                                             
44 Siswanto Sunarso, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2012), 256. 
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111 dan 112, narkotika jenis II yang diatur dalam pasal  117, dan 

narkotika jenis III yang diatur dalam pasal 129 poin (a).  

2. Kategori kedua, yaitu perilaku yang mencakup membuat, mengimpor, 

mengekspor, atau mendistribusikan narkotika dan precursor narkotika 

dengan ketentuan narkotika jenis I yang diatur dalam pasal 113, 

narkotika jenis II yang diatur dalam pasal 118, dan narkotika jenis III 

yang diatur dalam pasal 123 dan 129 poin (b). 

3. Kategori ketiga, yaitu perilaku yang mencakup menawarkan agar 

diperjualbelikan, diterimanya, diperantarainya, ditukarnya, dan 

diserahkannya narkotika dan prekursor narkotika dengan ketentuan 

narkotika jenis I yang diatur dalam pasal 114 dan 116, narkotika jenis 

II yang diatur dalam pasal 119 dan 121, narkotika jenis III yang diatur 

dalam pasal 124, 126 dan 129 poin (c).  

4. Kategori keempat, yaitu perilaku yang mencakup dibawakannya, 

dikirimkannya, diangkutnya atau ditransitkannya narkotika dan 

prekursor narkotika dengan ketentuan narkotika jenis I yang diatur 

dalam pasal 115, narkotika jenis I yang diatur dalam pasal 120, 

narkotika jenis I yang diatur dalam pasal 125 dan 129 poin (d). 

Implementasi dari hukum positif yang terdapat di Indonesia memiliki 

progres dan kemajuan yang signifikan, hal tersebut dapat dilihat dari 

adanya indikasi keefektivitasan hukum pidana yang berlaku. Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga menjelaskan terkait jenis-jenis 
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hukuman yang diberikan kepada pelaku seperti hukuman mati, hukuman 

penjara, dan hukuman kurungan serta denda diantaranya adalah:
45

 

1. Delik narkotika untuk penyalahguna maupun korban penyalahgunaan 

maka harus direhabilitasi medis dan sosial. 

2. Pasal 128, dikenakan untuk orang tua dari pecandu narkotika yang 

dibawah umur dengan hukuman kurungan maksimal 6 bulan atau 

denda maksimal Rp1.000.000,00.  

3. Pasal 130, dikenakan untuk korporasi yang menyalahgunakan narkotika 

dengan hukuman penjara dan denda dengan pemberatan 3 kali serta 

bisa dikenai hukuman tambahan yaitu: a. Dicabtunya izin usaha b. 

Dicabutnya posisi badan hukum yang dimiliki.  

4. Pasal 131, dikenakan untuk orang yang tidak melaporkan delik 

narkotika dengan hukuman penjara maksimal 12 bulan atau denda 

maksimal Rp50.000.000,00  

5. Pasal 132, dikenakan untuk pihak yang mencoba atau mengadakan 

permufakatan jahat untuk berbuat delik Narkotika dan Prekursor 

dengan ketentuan  penjara yang sama sesuai dengan ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut (ayat (1)) dan 

penjara atau denda maksimalnya ditambah ⅓ (ayat (2))  

6. Pasal 133, dikenakan untuk pihak yang Menyuruh, Memberi, 

Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk 

Anak dengan hukuman pada ayat (1) yaitu  dihukum pidana mati atau 

                                                             
45 Anton Sudanto, “Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia,” Jurnal Adil Hukum 

Vol. 7, No. 1 (Maret 2012): 151-154.  



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

50 

 

 

penjara seumur hidup, atau penjara minimal 5 tahun dan maksimal 20 

tahun dan denda minimal Rp2.000.000.000,00 dan maksiaml 

Rp20.000.000.000,00m sedangkan hukuman pada ayat (2), dipenjara 

minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun dan denda minimal 

Rp1.000.000.000,00 dan maksimal Rp10.000.000.000,00.  

7. Pasal 134, dikenakan untuk Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan 

dengan hukuman pada ayat (1) yaitu hukuman kurungan maksimal 6 

bulan atau denda maksimal Rp2.000.000,00 sedangkan pada ayat (2) 

dihukum kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal 

Rp1.000.000,00.  

8. Pasal 135, Dikenakan untuk Pengurus Industri Farmasi yang melanggar 

aturan dapat dihukum penjara minimal 1 tahun dan maksimal 7 tahun 

dan pidana denda minimal Rp40.000.000,00 dan maksimal 

Rp400.000.000,00.  

9. Pasal 137, dikenakan untuk Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau 

Prekursor Narkotika dengan ketentuan pada poin (a), dapat dihukum 

penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun 

dan pidana denda minimal Rp1.000.000.000,00 dan maksimal 

Rp10.000.000.000,00 sedangkan pada  poin (b), ketentuan 

hukumannya yaitu penjara minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun 

dan pidana denda minimal Rp500.000.000,00 dan maksimal 

Rp5.000.000.000,00. 
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10. Pasal 138 dikenakan untuk Orang yang Menghalangi atau 

Mempersulit Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Perkara dapat 

dihukum penjara maksimal 7 tahun dan pidana denda maksimal 

Rp500.000.000,00. 

11. Pasal 139, dikenakan untuk Nahkoda atau Kapten Penerbang yang 

Tidak Melaksanakan Ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 dapat dihukum 

penjara minimal 1  tahun dan maksimal 10 tahun dan pidana denda 

minimal Rp100.000.000,00  dan maksimal Rp1.000.000.000,00. 

12. Pasal 140, dikenakan untuk PPNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN 

yang Tidak Melaksanakan Ketentuan tentang Barang Bukti dapat 

dihukum penjara minimal 1  tahun dan maksimal 10 tahun dan pidana 

denda minimal Rp100.000.000,00  dan maksimal Rp1.000.000.000,00  

13. Pasal 141, dikenakan untuk Kepala Kejaksaan Negeri yang Tidak 

Melaksanakan Ketentuan Pasal 91 Ayat (1) dapat dihukum penjara 

minimal 1  tahun dan maksimal 10 tahun dan pidana denda minimal 

Rp100.000.000,00 dan maksimal Rp1.000.000.000,00 . 

14. Pasal 142, dikenakan untuk Petugas Laboratorium yang Memalsukan 

Hasil Pengujian dapat dihukum penjara maksimal 7 tahun dan pidana 

denda maksimal Rp500.000.000,00.  

15. Pasal 143, dikenakan untuk Saksi yang Memberikan Keterangan Palsu 

dapat dihukum penjara minimal 1  tahun dan maksimal 10 tahun dan 

pidana denda minimal Rp 60.000.000,00 dan maksimal Rp 

600.000.000,00.  
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16. Pasal 144, dikenakan untuk Setiap Orang yang Melakukan 

Pengulangan Tindak Pidana dapat dihukum maksimumnya ditambah 

dengan 1/3 (sepertiga).  

17. Pasal 147, dikenakan untuk Pimpinan Rumah Sakit, Lembaga Ilmu 

Pengetahuan, Industri Farmasi, Pedagang Farmasi dapat dihukum 

penjara minimal 1  tahun dan maksimal 10 tahun dan pidana denda 

minimal Rp100.000.000,00  dan maksimal Rp1.000.000.000,00. 

Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberikan 

sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang 

diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak 

bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau 

peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk 

negara. Pasal 146 dikenakan bagi WNA yang berbuat delik narkotika 

dengan pengusiran dari wilayah NKRI dan laranngan memeasuki NKRI. 

Pasal 148 dikenakan jika putusan denda tidak dibayarkan oleh pelaku 

delik narkotika maka akan dihukum penjara maksimal 2 tahun sebagai 

pengganti denda. 

Sebagai ilustrasi, obat-obatan dengan kandugan narkotika yang 

digunakan di dunia medis, terutama pada proses aktivitas dimana 

narkotika jenis I dipakai sebagai obat khususnya cocaine untuk 

meredakan nyeri kulit atau obat penenang dan terutama digunakan dalam 

pengobatan mata, hidung, dan tenggorokan. Kokain memiliki tempat 
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dengan narkotika kelas III dan termasuk kategori analgesit lemah dengan 

kadar kurang lebih seperduabelas morphine.
46

 

Pengesahan terhadap penyalahgunaan narkotika dimuat pada BAB 15 

Pasal 111 hingga Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkoba. Mengingat bahwa peningkatan kesejahteraan adalah 

bagian penting dari peningkatan kesejahteraan masyarakat yang 

terkoordinasi dalam mewujudkan kesadaran, kesiapan, dan kemampuan 

untuk menjalani kehidupan yang kokoh bagi setiap penduduk untuk 

mengakui status kesejahteraan, termasuk pengaturan pelayanan kesehatan 

di wilayah setempat.  

Mencermati penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

penyalahgunaan narkotika adalah tindakan kriminal sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Telah 

dijelaskan bahwa narkotika memiliki kandungan tertentu yang dapat 

membahayakan, namun opiat juga memiliki kegunaan di bidang klinis. 

Oleh karena itu, pedoman peredaran atau perolehan narkotika harus 

benar-benar sesuai atuaran. 

 

 

 

                                                             
46 Yudhy Widhoyo Arnomo, Kegunaan Narkotika Dunia Medis, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2013), 5. 
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C. Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk 

Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2009 Tentang Narkotika  

Hukum Islam bersumber dari kata hukum dan Islam. Kata hukum 

atau al-hukm dalam Basaha Arab yang merupakan ism’ mashdar dari 

fiil hakama-yahkumu yang bermaksud memimpin, memerintahkan, 

memilih, menentukan, dan menjatuhkan putusan. Jadi al-hukm 

menyiratkan pilihan, spesifikasi, kekuatan, atau pemerintah. Kata 

selanjutnya, yaitu Islam bisa didefinisikan sebagai ketentuan dari Allah 

yang diusung oleh Rasul Muhammad. kemudian, pada saat itu, 

diteruskan kepada umat manusia untuk menyelesaikan bantuan 

pemerintah dalam hidupnya baik di dunia ini maupun di alam akhirat.  

Hal ini cenderung beralasan bahwa hukum Islam adalah 

sekumpulan standar atau aturan yang dimulai dari Allah SWT dan Nabi 

Muhammad untuk mengatur perilaku manusia. Dalam kalimat pendek, 

hukum Islam dapat diartikan sebagai hukum yang bersumber dari 

pelajaran Islam. 

Ajaran hukum Islam juga mengenal Fiqh Jinayah yaitu tindakan 

yang dilarang oleh syara' dengan alasan dapat mengancam jiwa, harta, 

keturunan, dan akal (ilmu). Beberapa ahli hukum menggunakan kata 

jinayah untuk kegiatan yang diidentikkan dengan jiwa atau keturunan, 
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seperti membunuh, menyakiti, menghentikan dini, dan sebagainya. 

Dengan cara ini istilah jinayah fiqh setara dengan hukum pidana.
47

 

Tindak pidana dalam hukum Islam sendiri dikenal dengan Jarimah 

yang dicirikan oleh Imam Al-Mawardi sebagai segala larangan syara' 

(melakukan hal-hal yang dibatasi dan meninggalkan hal-hal yang wajib) 

dengan bahaya disiplin had atau ta’zir. 

Menurut perspektif Fiqh Jinayah khusunya yang membahas topik 

pembicaraan tentang sanksi pidana. Kekeliruan atau kezaliman yang 

dilakukan oleh manusia disebut jarimah atau ketentuan dari Syariat 

Allah dengan memberikan hukuman hudud ataupun takzir bagi yang 

melanggarnya.
48

 

Hal ini cenderung dirasakan bahwa kata jarimah tidak terlepas dari 

arti penting yang disinggung dalam undang-undang tertentu sebagai 

suatu kesalahan atau pelanggaran. Signifikansi adalah unit atau sifat 

dari pelanggaran hukum. Dalam hukum tertentu, kasus perampokan, 

pembunuhan, dan sebagainya disebut pelanggaran perampokan, 

pelanggaran pembunuhan.
49

 

Syariat Islam termasuk didalamnya terkait fiqh jianyah menjelaskan 

bahwa dalam kekeliruan atau kezaliman dikenai jariimah karena telah 

terjadi pengingkaran terhadap syariat sehinggan diancam oleh Allah 

melalui disiplin had atau takzir.
50

 Jarimah dapat digolongkan menjadi 

                                                             
47

 Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam, (Sleman: Logung Pustaka, 2004), 2. 
48 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 1. 
49 Rochmad Haqym, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pusthaka Seita, 2011), 13 
50 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 1. 
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jariimah qhisas, jariimah hudud, dan jariimah takzir. Qhisas adalah 

disiplin utama untuk tindak pidana dengan objek (fokus) yang 

diselesaikan dengan kesengajaan, Misalnya kejahatan pembunuhan, 

menyakiti, atau merusak anggota tubuh secara sengaja.  

Suatu perlakuan lain dipandang sebagai kesalahan jika 

komponennya telah terpenuhi. Sebagian dari komponen ini bersifat 

umum dan ada pula yang khusus. Komponen umum berlaku untuk 

semua jarimah, sedangkan komponen luar biasa hanya berlaku untuk 

setiap jarimah dan kontras dimulai dengan satu jarimah lalu ke jarimah 

berikutnya. Komponen keseluruhan jarimah diantaranya yaitu: 

a) Komponen formal (terdapatnya ketentuan atau nash) 

b) Komponen material (karakter melanggar hukum) 

c) Komponen moral (pihak yang bersalah adalah mukallaf) 

Selain ketiga komponen tersebut di atas yang seharusnya ada dalam 

suatu demonstrasi kriminal yang merupakan komponen umum, ada juga 

komponen-komponen yang tidak lazim yang ada dalam setiap tindak 

pidana, khususnya komponen-komponen yang terbatas dalam kejadian 

delik-delik tertentu serta memiliki kontras pada setiap komponen-

komponen unik dalam jenisnya. pelanggaran yang terlibat. satu dengan 

satu jenis jari lagi. Dengan demikian, dapat diduga bahwa terdapat 

perbedaan antara komponen keseluruhan dan komponen luar biasa 

dalam Jarimah. Komponen bahaya secara keseluruhan memang sama 
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untuk setiap jarimah, sedangkan komponen uniknya berbeda dan 

beragam pada setiap jenis kezaliman (jarimah). 

Bahwa seseorang yang melakukan kesalahan harus memenuhi 

prasyarat, khususnya berakal, cukup dewasa, dapat bebas. Mengenai 

syarat-syarat yang harus dimiliki pelakunya dalam situasinya sebagai 

individu yang berwawasan dan dalam aktivitas yang diminta, 

sehubungan dengan kondisi baligh tersebut maka pelakunya dapat 

mengerti aturan-aturan syarak yang mengandung taklifi dalam 

sanksinya serta pelakunya adalah individu yang berhak dianggap 

bertanggung jawab dan dikenakan hukuman. 

Ada tiga syarat untuk dinyatakannya sebuah tindak kejahatan, 

khususnya: 

a. Perbuatan itu dapat terjadi 

b. Perlakuan tersebut diselesaikan oleh mukallaf, yaitu dalam 

ruang lingkup kapasitas mukallaf, baik untuk melakukannya 

atau meninggalkannya. 

c. Perlakuan ini penting bagi peneliti Muslim. 

Terdapat beberapa jenis jariimah diantaranya adalah qishas, hudud, 

dan takzir. Qhisas adalah disiplin utama untuk perbuata kriminal 

dengan objek (fokus) jiwa atau anggota yang dilakukan dengan sengaja, 

seperti membunuh, melukai, menghilangkan pelengkap dengan sengaja. 

Dalam pengertian lain, bahwa qisas adalah izin atas suatu kesalahan 

yang dilakukan, misalnya nyawa diganti nyawa dan harta diganti harta. 
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Jarimah hudud merupakan hukuman yang sudah diatur oleh syariat 

dengan tujuan agar dibatasi jumlahnya. Seperti halnya memutuskan 

struktur (jumlah) hukumnya melalui keterangan-keteragan dalam nash. 

Pada kategori ini sanksi yang dipaksakan kepada pelaku kejahatan tidak 

dapat dirubah dengan ukuran kedisiplinan, hal ini dengan alasan bahwa 

sampai saat ini sudah ada pengaturan yang halal yang diatur oleh Allah 

SWT.  

Jarimah ta’zir secara bahasa adalah memberi contoh, disiplin ilmu 

yang belum didikte syar'i, namun diturunkan kepada hakim dan 

penguasa, baik dalam memutuskan maupun melaksanakannya.
51

 

Sebagaimana dikemukakan oleh M. Nurul Irfan bahwa ta’zir adalah 

suatu ancaman atau hukuman yang dipaksakan pada jarimah pelaku 

yang melakukan pelanggaran, baik yang diidentikkan dengan 

keutamaan Allah maupun kebebasan dasar, dan dikecualikan dari 

klasifikasi disiplin hudud atau kaffarat karena sanksi tidak benar-benar 

diselesaikan secara langsung. oleh Al-Qur'an dan Hadits, yang 

pelaksanaannya merupakan kemampuan para hakim dan penguasa 

lingkungan sementara masih mencermati pesan-pesannya karena 

mengandung kemanfaatan untuk umat.
52

 

Jarimah ta’zir yang ditunjukkan dengan bahasa adalah memberi 

contoh, disiplin ilmu yang belum didikte syar'i, namun diteruskan 

                                                             
51 Abdurrochman, Tindak Pidana Dalam Syariat Islam, (Jakarta: Melathon Putera, 1998), 

20. 
52 M. Noerul Irfhan, Fikih Jinayah, (Jakarta: Amzhah, 2014), 140. 
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kepada hakim dan penguasa, baik dalam memutuskan maupun 

melaksanakannya.
53

 

Kejahatan yang dikenai ta’zir adalah kejahatan yang 

dikompromikan dengan setidaknya satu disiplin ta’zir (untuk 

memberikan instruksi dan disiplin kepada pelakunya). Hukum Islam 

tidak menunjukkan jenis disiplin untuk setiap kesalahan ta’zir, tetapi 

hanya memperhatikan sekelompok disiplin dari yang paling ringan 

hingga yang paling berat. Untuk situasi ini, otoritas yang ditunjuk diberi 

kesempatan untuk memilih disiplin yang tepat yang ditunjukkan oleh 

jenis kesalahan ta’zir dan melihat keadaan pelakunya.
54

 

Syarat jarimah ta’zir harus sesuai dengan kepentingan daerah 

setempat dan tidak boleh bertentangan dengan nash (pengaturan syariat) 

dan standar umum, dengan tujuan dapat mengatur masyarakat dan 

mengikuti kepentingan dan dapat menangani masalah-masalah yang 

sifatnya tidak terduga.
55

 

Syarat-syarat jarimah ta’zir harus sesuai dengan kepentingan daerah 

setempat dan tidak boleh bertentangan dengan nash (pengaturan 

syari'at) dan standar umum, sehingga dapat menguasai masyarakat dan 

mengikuti kepentingan dan dapat menangani masalah-masalah yang 

sifatnya tiba-tiba.
56

 

 

                                                             
53 Abdurrochman, Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam, (Jakarta: Meliton Putera, 1994), 

20. 
54 Aliy Yasfie, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, (Bogor: Kharisma Ilmu), 99. 
55 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amsah, 2014), 10. 
56 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amsah, 2014), 10. 
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Sifat-sifat jarimah ta’zir yaitu diantaranya: 

a) Tidak terdapat batasan terhadap sanksi yang diberikan, 

menyiratkan bahwa disiplin yang diberikan kepada pelaku 

kejahatan tidak diatur dengan pasti melalui syariat. 

b) Pemberian hukum diserahkan kepada lembaga takzir, biasanya 

diwakili oleh hakim sebagai representatif dari pemerintah yang 

berkuasa.
57

 

Para ahli fiqh sependapat bahwasannya ada empat sumber hukum 

Islam yaitu Al-Qur'an, hadits, dan ijma' serta qiyas. Namun pada 

sumber hukum qiyas masih terdapat beberapa perselisihan dikalangan 

para ahli fiqh terkait layak atau tidaknya sumber tersebut untuk 

dijadikan dasar pemberlakuan suatu hukum. Akan tetapi bagi para 

ulama yang sepakat dengan adanya Qiyas ini, maka mereka 

menggunakan hal tersebut untuk memutus perkara yang tidak terdapat 

aturannya dalam Al-Quran dan hadits.
58

 

Sebagaimana ditunjukkan oleh Yousuf Qordhawi, ganja dan heroine 

dan jenis narkotika yang lain, baik kuat dan cair, yang dikenal sebagai 

Mukhaddirat adalah objek yang tabu oleh syara' dikurangi perdebatan 

tambahan di antara para peneliti. Narkotika seperti yang dikenal saat ini, 

sepenuhnya ada menjelang awal Islam. Tidak sebanyak satu bagian dari 

pengulangan Al-Qur'an atau Hadits Nabi menyelesaikan masalah ini.  

                                                             
57

 Ahcmad Mawardhy Muchlis, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT 

Muktasari,1997),151.  
58 Miftachul Arifien dan Achmad Faishol Haqq, Ushul Fiqih: Kaidah Penetapan Hukum 

Islam, (Surabaya: Citra Media, 1999), 142. 
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Narkotika seperti yang dikenal saat ini, sepenuhnya ada menjelang 

awal Islam. Tidak sebanyak satu bait sajak dari Al-Qur'an atau hadits Nabi 

menyelesaikan masalah ini. Percakapan masalah khamr. Sebagaimana 

ditunjukkan oleh Yousuf Qhodhawi bahwa cannabis, heroine, dan 

berbagai struktur, baik kuat ataupun dalam bentuk cairan, yang dikenal 

sebagai Mukhaddirat merupakan zat dan bahan yang haram menurut 

syariat. 

Narkotika atau mukhaddirrat, mulai diketahui oleh masyarakat Islam 

menjelang ujung abad ke-6 Hijriyah dan anehnya saat itu hanya mencakup 

jenis cannabis.
59

 Obat-obatan diketahui dibawa oleh kaum Tatar yang 

berperang atau menginvasi bangsa Islam. Saat itu, para penganut ajaran 

Islam yang tauhid dan pemahaman ajaran agamnya masih tipis, serta para 

fasiq yang mudah untuk dipengaruhi mulai mengkonsusmi ganja. Sungguh 

pada saat itulah isu menjadi terkenal dan menyebar di kalangan umat 

Islam. Syekhul Islam Ibn Taimiyah akhirnya meneliti tentang tanaman pot 

atau mariyuana (hashysha) yang akhir-akhir ini diberi nama ganja 

Senada dengan itu, Syekh Muhammad Ali Hosayn Al-Maliki RA 

mengungkapkan jika ganja belum diteliti oleh para peneliti mujtahidin dan 

salaf disebabkan marijuana masih asing pada masa tersebut. Tanaman baru 

diketahui dan menyebar menjelang ujung abad keenam, khususnya ketika 

adanya invasi dari kaum Tatar. Hal tersebut dapat dilihat dan dinuqil dari 

penegasannya pada kitab Tahfidzhul furq yang mengandung makna: 

                                                             
59 Suwandi, “Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam,” Jurnal El-Qisth, Vol. 1 No. 2, 

(Maret 2005): 19. 
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 “Ketahuilah bahwa sebenarnya tanaman-tanaman yang diistilahkan 

sebagai marijuana (ganja) belum pernah dikaji dan ditelaah oleh para 

ulama mujtahidin dan ulama salaf. Hal itu dikarenakan ganja atau 

mariyuana belum terdapat ketika mereka hidup. Benda itu mulai diketahui 

dan beredar pada ujung abad keenam ketika adanya pendudukan dari 

kaum Tatar” 

 

Saleh Ghonim Ash-Sa'dan memisahkan obat-obatan terlarang dalam 

tiga kategori, lebih spesifiknya:
60

 

a) Narkotika biasa adalah narkotika yang didapat dari tanaman misalnya 

adalah cannabis, opinium, coca, alkot (chataedullis) dan sebagainya. 

b) Narkotika semi sintetis: adalah narkotika yang diubah dari unsur 

pengikat biasa (seringkali ditemukan dalam bahan kimia yang terdapat 

pada opium) selanjutnya, pada saat itu, disiapkan secara kimiawi 

untuk memberikan dampak yang lebih membumi, misalnya adalah 

morphine, heroine, cocaine, dan yang lain
61

 

c) Narkotika sintesis 

Narkotika  yang diproduksi adalah pil yang diproduksi menggunakan 

zat kimia murni. dampaknya setara dengan narkotika  normal maupun 

semi sintetis. Seingkali diproduksi dalam beragam jenis seperti tablet, 

infus cairan, minuman, bubuk dan struktur yang berbeda.  

Mengacu pada Al-Quran dan Hadits maka terdapat beberapa dasar 

hukum yang dapat digunakan sebagai paradigma atau cara pandang dalam 

menyikapi penggunaan narkotika diantaranya adalah: 

                                                             
60 Suwandi, “Miras dan Narkoba dalam Hukum Islam,” Jurnal El-Qisth, Vol. 1 No. 2, 

(Maret 2005): 26. 
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1. Q.S Al-Maidah ayat 90 

Narkotika dalam Al-Qur'an dan hadist memang tidak secara 

langsung disebut dengan jelas akan tetapi penyebutan tersebut 

menggunakan terma khamr. Hal tersebut telah termaktub dalam Q.S 

Al-Maidah ayat 90 yaitu: 

ٰٰٓٓ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya 

minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi 

nasib dengan anak panah, merupakan perilaku keji dan tindakan 

setan. Maka jauhilah (tindakan) itu supaya kalian beruntung.
62

 

 

2. Al- A'raf ayat 157

Al-Quran surat Al- A'raf ayat 157 menjadi dasar penggolongannya 

sesuatu yang memabukkan dan melumpuhkan, maka pada saat itulah 

narkotika digolongkan sebagai jenis khabaits (sesuatu yang 

mengerikan) dan berbahaya, sedangkan di antara pengaturan syariat 

bahwa Islam melarang memakan sesuatu yang mengerikan dan 

berbahaya, sebagaimana termuat dalam:

ٕ

Artinya: ….dan menghalalkan untuk kalian semua hal yang  

baik dan mengharamkan untuk kalian semua hal 

yang buruk ...(al-Araf: 157)
63
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 Depag RI, Al Qur’an dan Terjemahan di Lengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadits 

Sahih, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleena, 1996), 123. 
63 Kemenag RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbhabun Nuzhul 

dan Hadist Sahih, (Bandung: Sigma Exxamedia Arkanalima, 2008), 169. 



digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id     digilib.uinkhas.ac.id  

64 

 

 

3. Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 

Selain ayat diatas juga terdapat beberapa ayat lain diantaranya adalah: 

ِٰٓۗ

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya  

Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (an-Nisa': 

29)
64

 

 

4. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195  

Artinya: …..dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri  

kedalam kebinasaan ... (al-Baqarah: 195) 

5. Hadist 

Berdasarkan hadist dari Abu Daud dari Ummu Salamah yang 

berbunyi: “Bahwa Rasulullah melarang semua hal yang dapat 

memabukkan dan melemahkan.” Hadist tersebut menjadi pedoman 

bahwa segala jenis narkotika, baik yang dikeluarkan dari golongan 

benda atau zat yang dapat membuat mabuk sama saja hukumnya 

adalah haram.  

Segala hal yang membuat badan malas dan lemas dikategorikan 

sebagai Al-mufatthir. Restriksi dari hadist yang dijelaskan oleh Abu 

Daud memberikan gambaran bahwa al-mufattir hukumnya haram, 

dengan alasan bahwa itu adalah hukum pertama dari suatu larangan, 

                                                             
64 Kemenag RI, Al-Qur‟an Tajwid dan Terjemahnya di Lengkapi dengan Asbhabun Nuzhul 

dan Hadist Sahih, (Bandung: Sigma Exxamedia Arkanalima, 2008), 84. 
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selain itu juga karena campuran minuman keras yang telah 

disepakati menjadi haram dan mufattir (membuat tubuh mengantuk). 

Berubah dan berkembangnya zaman membuat munculnya minuman 

atau zat yang membuat mabuk semakin beragam. Akan tetapi hal tersebut 

tidak mengubah dari hukum yang mengharamkan bahan-bahan yang 

memabukkan. Berdasarkan hadits dari Siti Aisyah bahwa Rasul 

Muhammad telah bersabda yaitu “Segala minuman yang memabukkan 

hukumnya haram” (HR. Bukhari).
65

 Hal tersebut menjadi landasan bahwa 

larangan penggunaan narkotika baik itu dalam jumlah yang sedikit 

maupun dengan jumlah yang banyak tetap saja haram.  

Larangan tersebut juga berlaku bagi para pengguna narkotika, pihak 

yang memperjualbelikan narkotika, pembuat dan pengedar serta konsumen 

dari narkotika.
66

 Fiqh jinayah yang mengatur tentang jenis-jenis kejahatan 

sesuai dengan larangan Allah dan mengatur tentang sanksi-sanksi yang 

diberikan kepada siapa saja yang telah melanggarnya maka akan 

mendapatkan azab dari Allah baik didunia dan diakhirat. Hal tersebut juga 

berkaitan dengan mencegah agar masyarakat tidak berbuat kejahatan 

dengan memberikan hukuman serta sanksi bagi yang telah melanggarnya. 

Jika ada suatu persoalan yang status hukumnya belum ditetapkan 

dalam Al-Qur'an dan hadits, maka pada saat itu para fuqoha melakukan 

ijtihad melalui qiyas. Qiyas adalah menyamakan keadaan dengan disiplin 

yang tidak memiliki pengaturan dengan disiplin yang selama ini memiliki 

                                                             
65 Al-Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Darul Fikri, 1982), 251. 
66 Yousuf Qarawadhi, Halal Haram dalam Islam, (Surakarta: Sinar Ghrafika, 2004), 110. 
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pengaturan dalam Al-Qur'an dan hadits, dengan alasan bahwa dua 

kesempatan (khamr dan narkotika) memiliki kesamaan. Perumpamaan-

perumpamaan yang tergolong dalam Qiyas meliputi cara perbuatani 

dilakukan, dan dampak yang terjadi setelah dilakukannyatindak pidana. 

Qiyas yang memiliki definisi sebagai membandingkan keadaan dengan 

disiplin yang tidak memiliki pengaturan dengan yang sekarang memiliki 

pengaturan dalam Al-Qur'an dan hadits, dengan alasan bahwa dua 

kesempatan (khamr dan narkotika) memiliki kesamaan.
67

 Perumpamaan-

perumpamaan yang tergolong dalam Qiyas meliputi cara pelaksanaan dari 

suatu tindakan, dan dampak yang ditimbulkan dengan adanya tindakan itu. 

Berikut adalah gambaran tentang teknik penyelesaian narkotika dengan 

pendekatan qiyas: 

a) Al-Ashlu (kepala) adalah sebuah peristiwa yang sampai sekarang 

memiliki teks yang digunakan sebagai tempat untuk menegaskan. 

Pendekatan ini digunakan sebagai metode dalam menegaskan 

haramnya khamr, mengingat khamr adalah sesuatu yang memiliki 

sifat yang mirip dengan narkotika.  

b) Al Far'u (cabang) adalah suatu perkara yang tidak terdapat aturan 

dalam nash sehingga perkara tersebut hukumnya dikaitkan dengan 

hukum al-ashlunya. Narkotika menurut pendekatan ini merupakan 

sesuatu yang haram karena meskipun tidak terdapat aturan pada 

                                                             
67 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amsah, 2014), 33. 
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teks Al-Qur'an dan hadits, namun ada tujuan dimana narkotika 

disamakan hukumnya dengan nash, menjadi khamr tertentu. 

c) Hukum Ashal adalah ketentuan yang terdapat dalam syariat dan 

meanrik ketentuan tersebut pada hal-hal yang lebih spesifik.  Pada 

pendekatan ini hukum dari khamr adalah haram, sebagaimana 

dinyatakan dalam Surah Al-Maidah ayat 90. 

d) Al-illat (akibat maupun dampak) adalah perilaku yang termuat 

dalam suatu kejadian dengan pendekatan Ashl sehingga peristiwa 

pertama memiliki undang-undang dan karena terdapat itu juga ada 

di cabang, hukum cabang dibandingkan dengan hukum acara. 

Secara illat, akibat atau akibat dari minuman keras adalah sangat 

mungkin memabukkan, menghilangkan akal dan lalai mengingat 

Allah SWT. Sedangkan narkotika adalah al-far'u dengan alasan 

bahwa tidak ada nash hukum narkotika dan narkotika telah naik ke 

khamr dalam posisinya, yaitu memabukkan. 

Mengenai disiplin penggunaan muhkhaddirat merupakan sesuatu yang 

diharamkan dalam perspektif ahli fiqh dan mayoritas kaum muslimin, 

hukumannya harus bergantung pada disiplin, dan penjual atau pengedar 

harus dihukum ta’zir dari yang paling ringan. Hingga yang paling ekstrem, 

menjadi hukuman mati yang spesifik. Pelaksanaan jarimah ta’zir 

dilakukan sesuai dengan aturan pengaturan jarimah ta’zir, secara spesifik 

aturan utama yang menjadi acuan bagi para penguasa dan hakim adalah 

untuk memastikan intrik publik serta untuk menjaga warga negara dari 
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dampak yang diakibatkan. Berdasarkan pendapat para ahli fiqh maka 

hukum bagi pengedar narkotika adalah pidana mati yang didasarkan pada 

sejauh mana kemudharatan yang dibuat dari peredaran tersebut. 

Hal tersebut selaras dengan pendapat ahli fiqh bahwa penetapan hukum 

dari Allah bertujuan untuk melindungi kepentingan umat serta menjauhi 

kemudharatan dalam kehidupan dibumi maupun kehidupan setelahnya. 

Oleh itu tujuan dari hukum tersebut dapat diraih dengan menggunakan 

ta’lif dimana implementasinya bertumpu atas telaah dasar-dasar hukum 

yang fundamental yaitu Al-Qur'an dan hadits. 

Apabila melihat pada pengaturan dalam Pasal 7 UU No 35 tentang 

Narkotika yang menjelaskan bahwa narkotika dapat dimanfaatkan untuk 

kesehatan. Pelaksanaan hukuman diselesaikan sesuai dengan kaidah 

hukum yang berlaku, yaitu kaidah dasar yang sejalan dengan kepentingan 

umum dan melindungi setiap individu dari daerah setempat dari bahaya 

(risiko). Menurut fuqoha hukumanya bisa berupa pidana mati sesuai 

dengan kemudharatan yang diciptakannya. Kemudharatan adalah 

ketakutan akan kerusakan pada jiwa atau bagian tubuh, baik secara 

meyakinkan atau mungkin. Kemudharatan ini dapat menyebabkan 

kematian, tak hanya itu saja kemudharatan akan menimbulkan berupa 

paksaan dari orang lain.  

Mengacu pada Pasal 7 UU No 35 tentang Narkotika, berdasarkan 

perspektif fiqh maka pemakaian narkotika diperbolehkan untuk 

penyembuhan dengan syarat tidak terdapat lagi obat untuk meringankan 
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penyakit tersebut. Dalam fiqh jinayah, prinsip-prinsip dasar ini 

diidentikkan dengan dibolehkannya berbuat suatu kejahatan jika terdapat 

alasan syariat yang mendukung.
68

 

Artinya: “Kemudharatan itu harus dihilangkan” 

Berdasarkan kaidah fiqih tersebut maka ketika seseorang mengalami 

keadaan yang menyulitkan dirinya sendiri atau orang lain, ia 

diperbolehkan melakukan hal-hal terlaranag untuk menghilangkan 

kemadhratan tersebut termasuk diperbolehkan melakukan jarimah sesuai 

tuntunan:
69

 

Artinya: “Dalam keadaan darurat dapat memperbolehkan sesuatu 

yang dicegah atau dilarang” 

 

Kondisi darurat sendiri dapat diartikan sebagai suatu kondisi 

keterpaksaan yang dalam hal ini merupakan keterpaksaan untuk 

menggunakan obat yang mengandung nartkotika karena tidak ada pilihan 

lain. Mengingat bahwa motivasi di balik penetapan hukum Allah SWT 

adalah untuk mengikuti kemaslahatan manusia, serta menjauhi mafsadat, 

baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini harus dicapai melalui taklif, 

                                                             
68 Jiah Mubharoq dan Enceng Arief Faishal, Kaidah Fikih Jinayah (Asas-asas Hukum 

Pidana Islam), (Jakarta: Pustaka Bani Quraisy,2004), 3. 
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yang pelaksanaannya bergantung pada pemahaman sumber dasar hukum, 

Al-Qur'an dan hadist.
70

 

 

                                                             
70 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Amsah, 2014), 125. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Penyalahgunaan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika merupakan siapa saja yang memakai narkotika 

dengan sengaja dan tanpa hak bukan dalam dunia pengobatan dengan 

kadar yang terlalu tinggi, dan terus berlangsung cukup lama untuk 

menyebabkan masalah dengan aktivitas fisik, mental. Obat-obatan 

yang sering salah penanganan dan menyebabkan ketergantungan yaitu 

heroin (putaw), shabu, cannabis, dan cocaine.  Para pengguna 

seringkali memakai narkoba karena untuk memenuhi rasa penasaran 

serta agar diterima dalam pergaulan hingga mereka pada akhirnya 

kecanduan bahkan hingga meregangkan nyawa.  

2. Ketentuan dalam tindak pidana narkotika yaitu terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama 

pada pasal 7 yang menjelaskan bahwa penggunaan narkotika hanya 

boleh dilakukan untuk perkembangan keilmuan dan teknologi serta 

dalam dunia medis. Bagi siapa saja yang melanggar ketentuan tersebut 

maka dapat dijerat dengan pasal 111 hingga pasal 148 dengan jenis 

hukuman yang berbeda dan tergantung dengan badan hukum atau 

perbuatan yang dilakukan. 

71 
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3. Analisis hukum Islam terhadap penggunaan narkotika untuk pelayanan 

kesehatan dibolehkan apabila dalam kenyataanya tidak bisa atau tidak 

ditemukan benda halal (karena ada unsur darurat) untuk digunakan dalam 

pelayanan kesehatan selain narkotika. Selain itu maka bagi mereka yang 

betugas untuk mengedarkan dan memroduksi diberikan hukuman ta’zir 

yang berat atau ringannya tergantung kepada proses pengadilan (otoritas 

hakim).  

B. Saran 

1. Bagi pemerintah maka pelu untuk mempertegas pelaksanaan dan 

penerapan UU No. 35 Tahun 2009 serta juga menerapkan peraturan 

daerah untuk mendukung pelaksanaan dari aturan tersebut. 

2. Memperkuat relasi antara semua elemen bangsa dalam memberantas 

penyalahgunaan narkotika khususnya dikalangan remaja melalui 

tindakan-tindakan preventif.  

3. Semoga dengan adanya peraturan perundang-undangan yang sudah 

ditetapkan, masyarakat dan remaja-remaja bisa memahami bahwa 

narkotika tidak hanya dibuat kesenangan saja, tetapi narkotika sangat 

penting untuk kesehatan. 

 

.  
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